UNIVERSI TASINDONESIA

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

TESIS

SITI AINUN RACHMAWATI

0806427915

FAKULTASHUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



UNIVERSI TASINDONESIA

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mempegeliin
Magister Kenotariatan

SITI AINUN RACHMAWATI

0806427915

FAKULTASHUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Siti Ainun Rachmawati

NPM : 0806427915

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektr@ebagai Alat Bukti

Dalam Sistem Hukum Pembutian Di Indonesia
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Piedgunj diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gbagister Kenotariatan pada

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukumversitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, SH., M .H. ... )
Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, SH., M .H. (ceveremreeeeeeeeeeeeeeee )
Penguji : Suharnoko, SH.,M.LI. (ceveemmemmenneneee s )

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Ainun Rachmawati

NPM : 0806427915

Tanda Tangan

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS
TUGASAKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesiaa gang bertandatangan dibawabh ini:
Nama - SITI AINUN RACHMAWATI

NPM : 0806427915

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui kunhemberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksgklgslon-exlusive Royalty-Free

Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dendgk Bebas Royalti Non-eksklusif
ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mehgadidia/formatkan, mengelola
dalam bentuk pangkalan datiaabase), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya
tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencaatumama saya sebagai penulis dan
sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Depok, 5 Januari 2011

Yang menyatakan,

(Siti Ainun Rachmawati)

\Y

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Alhamdulillah, penulis mengucap syukur kepada Al@dibhannahu wata’Alla,
atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesigudol KEKUATAN
PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA. Penulisan Tesis ini dilakukan
untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelagiskéa Kenotariatan pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam Penyelesaian tesis ini penulis telah mendaipatingan dan bantuan dari
banyak pihak. Namun demikian, masukkan-masukkampersaran dan kritik tetap
penulis harapkan demi perbaikan dan peningkataitesendiri.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimé kapada pihak-pihak yang telah
terlibat dalam penyusunan tesis ini :
1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. sel&ktua Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku dogembimbing yang
banyak membantu proses penulisan tesis ini.
3. Orang Tua tercinta, Elwani Sanapal, S.H. dan dm&riah R.E, Rusli A.S dan

Maryam Tohir, atas doa yang tulus dan dukungandepeanulis,

Vi

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



4. Suami terkasih, Bayu Al Fajri S.Kom, sebagai mdatvgang menularkan energi
semangatnya. Ananda Khalishah Aliyyah sebagai sumbpirasi dan penyejuk
hati.

5. Saudara dan sahabat yang tidak dapat Penulis sebsditu per satu, yang telah
tulus memberikan dukungan dan pengertian.

6. Sahabat-sahabat Magister Kenotariatan 2008, yalah tberjuang bersama
Penulis melalui proses pendidikan.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudareekian-rekan sekalian
mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Alathanahu wa Ta'ala.
Akhir kata, Penulis berharap Tesis ini dapat befasn menjadi sumbangan

pemikiran demi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu’ alaikum warrahmatullahi Wabarrakatu.

Depok, Januari 2011

Vil

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



ABSTRAK

Nama : Siti Ainun Rachmawati
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik §abAlat Bukti

Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi secara signifittdlah mengubah sistem ekonomi
konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistigital ini memungkinkan dunia
usaha melakukan suatu transaksi dengan menggumag&dia elektronik yang lebih
menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensilahagang mengemuka dan diatur
dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan rahs&kkuatan dalam sistem
pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tariektronik Dalam Penelitian
ini dari sudut jenisnya yakni secara yuridis notifngaitu penelitian yang menekankan
pada penggunaan data sekunder atau berupa norme hekulis. Metode pengolahan
data dilakukan secara kualitatif, sehingga menti{@asidata yang bersifat analistis
deskriptif. Dengan disahkannya UU ITE , alat béktronik telah diakui dan diterima
sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektromikdipandang sebagai perluasan dari
alat bukti yang telah ada dalam hukum acara died@. Pada prakteknya saat ini nilai
pembuktian alat bukti elektronik hanya sebagai lalédti permulaan, tidak dapat berdiri
sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktiargkanya harus dibantu dengan
alat bukti yang lain, salah satunya dengan ketararspksi ahli, yang termasuk ke
dalam Persangkaan Hakim dengan demikian sifat kakupembuktiannya adalah
bebas \rij bewijskracht). Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peaatu
Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokunetektronik yang telah di
autentikasi oleh lembaga yang berwenang dapat disamsebagai alat bukti otentik
dengan nilai pembuktian sempurna

Kata kunci : Dokumen elektronik, Pembuktian.

viii
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ABSTRACT

The development of information technology has sigantly changed the conventional
economic system into the digital economy. Thistdigystem allows the business to do a
transaction using electronic media more offers eorence, speed and efficiency. Issues
raised and regulated in the Act ITE is relatedh® problem of power in the system of
proof of Information, Documents, and Electronic r&itures In this study from the
juridical point of its kind that is normative, thest research that emphasizes the use of
secondary data or a form of legal norms writtertal@ocessing method was qualitative,
resulting analytical data are descriptive. With #mactment of Law ITE, electronic
evidence has been recognized and accepted asexatidnce. Electronic evidence is
viewed as an extension of the existing evidenca jadicial procedure in Indonesia. In
practice the current evidentiary value of electtoevidence as evidence only the
beginning, unable to stand alone in a sufficiemeshold of evidence, thus should be
supported by other evidence, one of them with exeness testimony, which belong to
the presupposition Judge thus the nature strengiromf is free(vrij bewijskracht).
Later, with improvements UU ITE through its Goveemh Regulation, electronic
evidence in the form of an electronic document thas been authenticated by the
competent institutions can be compared as authewidence to prove the value of
perfect

Keywords: Electronic documents, evidence.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi yang kian pesahinaeva pengaruh

bagi aspek kehidupan masyarakat baik dari segi @konsosial maupun
budaya. Teknologi informasinformation Technologybiasa disebut TI, IT atau
infotechmenurut Williams dan Sawyer adalah teknologi yarepnggabungkan
komputasi ¢omputey dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang
membawa data, suara, dan vide®alah satu perubahan yang sangat besar akibat
berkembangnya teknologi informasi adalah dalam rgdaekonomi.
Perkembangan teknologi informasi secara signifikelah mengubah sistem
ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digitdistem digital ini
memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transiggan menggunakan
media elektronik yang lebih menawarkan kemudahecepatan, dan efisierfsi.

Dengan kemampuan komputer dan akses yang sematientizang
maka transaksi perniagaan pun dilakukan di dalanmgan komunikasi
tersebuf Oleh karena itu, tidak mengherankan, bukan sajaegjara-negara
maju, di Indonesia pun pemanfaatan internet yandpaseés e-commerce, e-
businessdan lain sebagainya berkembang dengan cepat. Rilgegte dalam
“Electronic Commerce Definitiohsmenyatakan bahwa-commerceadalah
“The conduct of commerce ingoods and services, \hith assistanceof
telecomunications andtelecomunications-based toojghg dapat diartikan
bahwa e-commerceadalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang
menggunakan media telekomunikasi dan telekomungietsgai alat bantunya.

Perkembangan teknologi dan media-media baru yapgrglinakan

dalam praktek perdagangan baik skala nasionalpmafjimaupun internasional

'Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadiPengenalan Teknologi InformasEd. |,
Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal. 2.

2Jeane Neltje Saly, “ Keabsahan Alat Bukti Elektkodalam Suatu Perjanjian dalam
Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Onlidefhal Legislasi Indonesia/olume 5 Nomor
4 (Desember 2008), hal.19.

%Arrianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic
Commerce Makalah ini pernah dipresentasikan di Hadapan ystakat Telekomunikasi
Indonesia pada Bulan Juni 1999 di Pusat llmu Koepumiversitas Indonesia, Depok, Jawa
barat, hal.3.

* http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke  EC/E@Béftml, diakses tanggal 31
Oktober 2010.
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membuat organisasi internasional memandang perliggkean dan pengaturan
mengenai hukum teknologi informasi, khususnya meaggansaksi elektronik

dan eksistensi tanda tangan digital sebagai orgaing dalam pelaksanaan
transaksi elektronik. Oleh karena itu, Komisi Peksgan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk Hukum Dagang InternasionaUnited Nations Commission On
International Trade Law(selanjutnya disebut UNCITRAL), mengeluarkan
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerpada tanggal 16 Desember
1996.

UNCITRAL sebagai salah satu organisasi internasigaag memiliki
fokus dalam perkembangan teknologi informasi mekapaorganisasi yang
pertama kali membahas mengenai dampak penting ltelinaformasi terhadap
perniagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupadé&l Law, yang sifatnya
tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model b@gara-negara untuk
mengadopsinya atau memberlakukannya dalam hukunonahs UNCITRAL
telah menjadi dasar dan kerangka untuk huledscommercali banyak negara di
dunia. Model Law ini pertama kali dikeluarkan padhaun 1995 yang kemudian
disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusil62/ UNCITRAL Model
Law merupakan landasan untuk mengatur otentikasiepgkapan, dan dampak
pesan elektronik berbasis komputer dalam perdaganga

Model Law ini terdiri atas:

a. mendefinisikan  kontrak elektronik dan memberikan
pengaturan penerimaan dan kekuatan pembuktianbadéti
elektronik;

b. peraturan yang didasarkan pada prinsip non diskesii

C. mengatur e-commerce secara spesifik untuk perundang-
undangan nasional atau undang-undang lain yangdddeh
negara/negara bagian; dan

d. memberikan aturan yang pasti untuk transaksi berbas

elektronik.

°Tim Direktorat Hukum,’Diskusi Dengan Uncitral DanleEtronic Evidence & E-
Discovery Forum”Buletin Hukum Perbankan Dan KebanksentrainVolume 5, Nomor ,2
(Agustus 2007) hal 50.
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Selain The UNCITRAL Model law on Electronic Commerada juga
The UNCITRAL Model Law on Electronic Signature d@L ¢the 2001 Model
law) diadopsi sebagai implementasi dari UNCITRModel law on Electronic
Commerce Model Law 2001 ini disusun untuk membantu negededam
mengharmonisasikan, memodernisasikan, dan menaipts&cara lebih efektif
mengenai tanda tangan elektronik. Model Law 200Imperhatikan prinsip
bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap berbagaiilt yang mungkin dapat
dipakai untuk berkomunikasi atau di simpan inforimge secara elektronik
(technology neutrality®

Di dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuaengenai
dokumen elektronik diatur dalam Undang Undang Norhdr Tahun 2008
tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (seldnya disebut juga UU ITE).
Salah satu latar belakang sosiologis dibentuknya IDE) karena globalisasi
informasi (revolusi informatikayang telah menempatkan Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat informasi dunia sehinggagh@mskan dibentuknya
pengaturan mengenai pengelolaan informasi danakanglektronik di tingkat
nasional sehingga pembanguneeknologi informasi dapat dilakukan secara
optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisansyanakat guna
mencerdaskan kehidupan bandsa.

Definisi Dokumen Elektronik berdasarkan UU ITE vaisetiap
Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikikan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagneptikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengalalui Komputer atau
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbataglgptulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, {aamigka, Kode Akses, simbol
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atapadl dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/doken elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti huiang sah, dan merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengkanmacara yang berlaku di

6 .
Ibid.
7Eddy Djunaedi Karnasudirdj&ejahatan KomputerCV. Tanjung Agung, Jakarta, 1993,
him 6.
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Indonesia. Tetapi, tidak sembarang informasi ebtelkk/dokumen elektronik
dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU |T&atu informasi
elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah urdiddikan alat bukti apabila
menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengantiian yang diatur dalam
UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan amaerta memenuhi
persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik déand
dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan netesasr yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotemtika
kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektrotéam
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau ydetdajam
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dimkaumn
dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapahdmi oleh
pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraaremsist
elektronik tersebut; dan

5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga
kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban danossau

petunjuk.

Sedangkan dalam ayat (4) UU ITE ada pengecualiang ya
menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau DokumégkiEonik tidak berlaku
untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang hahbsiat dalambentuk
tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yangunue Undang-Undang harus
dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yartguai oleh pejabat pembuat

akta

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya peagglsarana
elektronik dalam berbagai transaksi, di samping beikan manfaat yang
positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, jugaberikan manfaat sangat

besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegistaha yang dilakukan.
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Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungarselet dalam
penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekararegau kelemahannya
apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di miiaga®

Hukum Pembuktian (yang tercantum dalam buku keerdpat BW
(Burgerlijk WetboelKitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengandung
segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam per@atambuktian dalam BW
semata-mata hanya berhubungan dengan perkaraAsijabeberapa definisi
yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapati#an acuan. Menurut
Pitlo, Pembuktian adalah suatu cara yang dilakudteh suatu pihak atas fakta
dan hak yang berhubungan dengan kepentingannyaurhteisubekti yang
dimaksudkan dengan ‘membuktikan’ adalah meyakinkaakim tentang

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakatadh suatu persengketaan.

Suatu pembuktian lazimnya baru dilakukan apabila aiatu
perselisihan. Suatu perselisinan diselesaikan diataperadilan Indonesia,
apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak tgkah ada di dalam suatu
kontrak yang di dalamnya terdapat suatu klausulgyarenyebutkan bahwa
setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikanurut hukum Indonesia dan

diselenggarakan di Peradilan Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam 164 HIR (283 RBG) dan B3 hanya
dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dilath di persidangan

khususnya dalam acara perdata, di antaranya:
1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam persidangan, untuk dapat mempunyai kekuatnbpktian

yang penuh, maka selayaknya dalam mengajukan dia&ta, pihak yang

8Jeane Neltje Salyp. cit.,hal. 24.
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mengajukan fakta tersebut sudah selayaknya meragajalat bukti Surat Akta
Otentik. Dalam hak-commercetidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan
selain data elektronik/digital yang ditransmisik&kedua belah pihak yang
melakukan perdagangan. Adapun saksi, persangkamgakuan dan sumpah,
kesemuanya itu adalah tidak mungkin dapat diajuetmagai alat bukti karena
tidak bisa didapatkan dari suatu transaksbmmerce

Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITEahdahl yang
berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem yktiaatp dari Informasi,
Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Berdasarkm belakang diatas maka
penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk prpdssis dengan judul
KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

1.2. Pokok Permasalahan
1. Bagaimanakah kedudukan dokumen elektronik sebagéibakti
dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dokumen elektrerlkagai
alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian
1. Memberikan analisa mengenai kedudukan dokumen refekt
sebagai suatu bukti di depan pengadilan khususahgandpembuktian
hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum suatu dokumenrelaktsebagai
alat bukti dalam hukum pembuktian perdata di Indane

14. M etode Pendlitian

Penelitian yang dilakukan, dari sudut jenisnya rpakan penelitian
secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang memkan pada penggunaan
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data sekunder atau berupa norma hukum tertulisoddéepengumpulan data
yang dipergunakan adalah studi kepustakébrafy research).Sedang metode
pengolahan data dilakukan secara kualitatif selnggnghasilkan data yang
bersifat analistis deskriptif, yaitu menggambarkzerundang-undangan yang
berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan ksdaaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan.

15. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan ini terdiri dari tiga bab, yamgsing-masing bab ini
kemudian diuraikan kedalam beberapa sub bab yalitagai berikut :

BAB 1 Merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan mandatar
belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan panglimetode

penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan

BAB 2 Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisa enantgori-teori
atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalaman diteliti

mengenai .dokumen elektronik dal&ycommerce

BAB 3 Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan Ipasielitian dari
bab-bab sebelumnya dan memberikan saran berkaitamgad
permasalahan yang dibahas guna memperoleh schigsspatmasalahan
tersebut

® Soerjono Soekantd®engantar Penelitian Hukuidakarta:Ul Press, 1986, Cet. Ke-3),
hal. 10.
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BAB 2

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

21 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata | ndonesia

2.1.1 Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian tercantum dalam buku IV (keempui)i Burgelijk
WetboekBW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, medgag segala
aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pkimalpudalam BW semata-
mata hanya berhubungan dengan perkara saja. Paamjuiitialah penyajian
alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh panalpiyang berperkara kepada
hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan umemperkuat kebenaran
dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok setmkesehingga hakim
memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan kegntu

Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yarakuklan suatu pihak
atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepantiga. Menurut Subekti
yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkakinh tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakatach suatu persengketaan.
Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo membuktikamgandung beberapa
pengertian:

1 Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlakeka berlaku bagi
setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukara

2. Membuktikan dalam arkionvensionil

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang hslaitif sifatnya

yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu kepasymamg didasarkan atas

perasaan belaka/bersifat instuitdofviction intim¢ dan kepastian yang

didasarkan atas pertimbangan akanyiction raisonnee

!Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chod&tirat Gugat Dan Hukum Pembuktian
Dalam Perkara PerdataPT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 50.
?R.SubektiHukum pembuktigrPradnya Paramita, Jakarta, 1983, him.7.
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3.  Membuktikan dalam hukum acara mempunyaiyantidis
dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yarigip pada hakim
yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk erenkiepastian
tentang kebenaran peristiwa yang diajikan
Secara formal hukum pembuktian mengatur mengena lbagaimana

mengadakan pembuktian seperti terdapat di déReuohtsreglement voor de

Buitengeweste(RBg) danHerziene Indonesische Reglem@ilR). Sedangkan

secara materil, hukum pembuktian mengatur mengdaqaat tidaknya diterima

pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di plenrsgan serta kekuatan
pembuktian dari alat-alat bukti tersebut

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

“Barangsiapa mengatakan  mempunyai suatu hak atau
mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan dnakumy
atau untuk membantah hak orang lain, haruslah mktikba
adanya perbuatan itu.”

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakintaten kebenaran
peristiwa, maka dari itu yang harus dibuktikan ababeristiwa atau kejadian-
kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang imlasium jelas atau yang
masih menjadi sengketa di pengadilan.

Menurut Abdul Manan, peristiwa-peristiwa yang hadisuktikan di muka
sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syaragaeberikut:

1. Peristiwva yang dibuktikan harus merupakan peristiyzang menjadi
sengketa, karena tujuan dari pembuktian adalah anekebenaran untuk
menyelesaikan sengketa.

2. Peristiwa yang dibuktikan harus dapat diukur, egribleh ruang dan
waktu.

3. Peristiwa yang dibuktikan harus mempuyai kaitan gd@n hak yang
disengketakan.

4. Peristiwa itu efektif untuk dibuktikan. Terkadamgtuk membuktikan

adanya suatu hak terhadap peristiva memerlukan rdygderangkaian

% Sudikno Mertokusumddukum Acara Perdatd.iberty, Yogyakarta, 1985, him. 109.
* Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peeadifgama
Prenada Media Group, Jakarta, 2006,hlm. 229-230
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peristiwa, oleh karena itu peristiwva yang satu dendainnya harus

merupakan satu mata rantai.

5.  Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dasukéaan.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang atbingsuatu
sengketa di muka pengadildjuridicto contentiosa)maupun dalam perkara-
perkara permohonan yang menghasilkan suatu peme(ppalicto voluntair).
Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hedamah untuk menyelidiki
apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasataguigenar-benar ada atau
tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harusuierbapabila penggugat
menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apgieinggugat tidak
berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjaldisar gugatannya, maka
gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabilaligalga maka gugatannya
tersebut akan dikabulkan.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan segedrdak perlu
adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adalatealat bukti yang sah,
dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akemgambil keputusan
tentang siapa yang menang dan siapa yang kalalyaDeyerkataan lain, dalam
hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran feajal Akan tetapi tidak
semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dikaukkebenarannya, sebab
dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakuipsauhnya oleh pihak lawan
tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktiasiek selalu pihak penggugat
saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yangeréksa perkara tersebut
yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihaky yle@rperkara yang
diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak pengguafall pihak tergugat.
Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentyklaak yang mana akan
memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebarkepada para

pihak untuk mengajukan suatu pembuktian denganyearg seadil-adilnya.

® Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinatakum Acara Perdata dalam
Teori dan PraktekAlumni, Bandung, 1983, him. 53
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2.1.2 Teori Dan Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian

Dalam sistem pembuktian sendiri terdapat prinsipggp yang menjadi
landasan penerapan pembuktian.

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

2. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara pertidék bersifat
stelsel negatif menurut undang-undgnggatief wettelijk stelselseperti dalam
proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencaghenkran. Kebenaran
yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradil@ana selain berdasarkan
alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal p&tigm, kebenaran itu
harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang diseth#yond reasonable doubt
Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkéti-tukti yang tidak
meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap beseitgigai kebenaran hakfki.

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yangi diaa diwujudkan
hakim cukup kebenaran formil formeel waarheid .) Pada dasarnya tidak
dilarang pengadilan perdata mencari dan menemuk&banaran materiil. Akan
tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, ilmakdibenarkan hukum
mengambil putusan berdasarkan kebenaran férmil.

Dalam rangka mencari kebenaran formil, terdapaetagda prinsip yang
menjadi pegangan bagi hakim maupun bagi para pi&ag berperkara.

a. Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa semanmjangenai hal-
hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Olehnkarel, fungsi dan
peran hakim dalam proses perkara perdata hanyatderpada mencari
dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaraisebiat

diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan faki@a-f@ng diajukan
oleh para pihak selama proses persidangan berlaggsSehubungan
dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakimzaapa yang digugat
dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggudgk mampu

mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakiningaka hakim

°R.Subektiop.cit, him 9.
M. Yahya Harahapilukum Acara PerdateSinar Grafika, Jakarta, 2005, him. 498.
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harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolakekaran dalil

gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalarsigangan.

b.

Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pédrdm. Kunci

ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasgpkabuktian yang

bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pif@mbuktian hanya

dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakeanbuktian tidak

dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang memuapiya.

1)

2)

Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yéiagikan dalam
persidangan.

Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampai&bhanbatau
alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersetiserahkan
kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilamimektikan
kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fegsung
dengan perkara yang disengketakan. Apabila balsanadat bukti
yang disampaikan di persidangan tidak mampu menmkandakta
yang berkaitan dengan perkara yang disengketakaa rtidak
bernilai sebagai alat bukti.

Fakta yang terungkap di luar persidangan.

Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-faktegydiajukan di
persidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkantuku
menentukan kebenaran dalam mengambil putusan.yArtifakta
yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yargpmipaikan
oleh para pihak kepada hakim dalam persidanganinHaklak
dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-faktag tidak
diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, faktagyaitemukan
hakim dari surat kabar atau majalah adalah faktey ydiperoleh
hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangarartidik dapat
dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yamgldkan oleh
salah satu pihak. Walaupun sedemikian banyak fakdag

diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tatsdtukan
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diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fédtsebut
tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskiganyak
orang yang memberitahukan dan menunjukkan faktadeepakim
tentang kebenaran perkara yang disengketakan, tixstbut harus
ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaraas gierkara
dimaksud. Fakta yang demikian diselout of court,oleh karena
itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menamuk
kebenaraf.
3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai petiasuk
Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalamsgso
persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktiaanya
terbatas pada fakta yang konkret dan relevan jyjekas dan nyata
membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang iv@nka
langsung dengan perkara yang disengketakan. Dekafanlain,
alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang metgag fakta-
fakta konkret dan relevan atau bersifatima facie yaitu
membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang Usggs
berkaitan erat dengan perkara yang sedang diper8e@angkan
fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikatkgonrsebagai
hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebadat bukti
untuk membuktikan sesuatu kebenatan.
3. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara
Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah beraghbila salah satu
pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeltethiadap materi pokok
perkara. Apabila tergugat mengakui secara murniludat atas materi pokok
yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yasgrdjketakan telah selesai,
karena dengan pengakuan itu telah dipastikan daatedaikan hubungan hukum
yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebgék kalau penggugat
membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang dinjukergugat, berarti
sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yh@gkan penggugat sama
sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajarpasif, meskipun hakim

8 Ibid., him. 501
® Ibid., him. 502.
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mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atauawanan dengan

kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu aefsda dan kebenaran.
Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemerikdaaana dengan pengakuan
tersebut materi pokok perkara dianggap telah sedesara tuntas.

Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhkagetidak keliru,

perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antaira$ebagai berikut *°
a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat.
Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila
1) Pengakuan diberikan secara tegas
Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secars baik dengan
lisan atau tulisan di depan persidangan.
2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat
Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serémyeaiuruh
terhadap materi pokok perkara, dengan demikian gleram yang
diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikisi langsung
mengenai materi pokok perkara.
Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apéidak ditujukan
terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebak tatthpat
dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.
b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapngambil sikap
berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkanenjadi fakta atau bukti
pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap datgiersebut tidak dapat
dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulatnkateategori pengakuan
yang demikian harus dinyatakan secara tegas basalaldijadikan pengakuan
yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan titlak pasti dengan
jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntagabesaian mengenai pokok

perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikanngardaengakhiri perkara.

10 pid., him. 505
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c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantétapi tidak didukung
dengan dasar alasémpposition without basic reasordapat dikonstruksi dan
dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulgatayarat sehingga
membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakttafakateri pokok
perkara dengan demikian proses pemeriksaan pedapat diakhiri. Akan
tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecemigm yang lebih
bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihakgyberdiam diri atau
kepada yang mengajukan sangkalan tanpa al@sgposition without basic
reason ) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dateoses
persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan dedlingga hakim wajib
memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untelikgubah dan
memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikecara tegas di
persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersfagikat( binding )kepada
para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabutbang onherroeppelijk dan
juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesiemgan ketentuan Pasal
1926 KUHPerdata:

4.  Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembokddaujukan pada
kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang merga#tfok persengketaan
sesuai dengan yang didalilkan daléinmdamentum petendjugatan pada satu
segi dan apa yang disangkal pihak lawan padaad;is]izl

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemerdsgerkara perdata

yaitu

a) Hukum positif tidak perlu dibuktikan

b) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

c) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktika

d) Fakta yang ditemukan selama proses persidamtgngderiu dibuktikan

1 \bid., him. 507.
12 pid., him. 508.
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4. Bukti lawan( tegenbewijs )

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu bexirhak kepada
pihak lawan mengajukan bukti lawan.

Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan :

“ Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatatlak,
dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman kasemdu
kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu @epexdata dapat
diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan {&lab dilakukan,
kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk basmtah dan

melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkdok meruntuhkan
penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yangldiaj pihak lawan tersebut.
Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatis@hubungan dengan
penerapan bukti lawan.

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajykaak lain, dalam
hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumputdergan bukti lawan. A. Pitlo
menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan ¢glagam hal bukti yang
diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semuktibdapat disangkal
ataupun dilemahkan. Beliau juga menambahkan balwkt lawan adalah bukti
yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan buétiy@ng dipakai untuk
memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat ydipgkai untuk
memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kelth

Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dap@ngiuhkan dengan
bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan mgdandang. Apabila undang-
undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yargkaepada alat bukti itu
bersifat menentukarf{beslissende bewijs krachBtau memaksgdwingende
bewijs kracht) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupu
dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat buktimpah pemutus
(beslissende eed)ang disebut dalam Pasal 1929 KUHPerdata dan R&2al
RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapafukan terhadap alat

bukti yang mempunyai nilai kekuatan belfasjbewijs krach ) seperti alat bukti

13 A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsgterj. ), PT. Intermasa, Jakarta, 1978, him. 35
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saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekmasempurngvolledig-
bewijskracht)seperti akta otentik atau akta di bawah tarigan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-maearbuktti, maka
terlebih dahulu harus diketahui dan dimengerti bagtee pengertian tentang bukti
dan juga beberapa teori pembuktian.

1. Bukti lemah
Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan peigat yang
sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau merkbarpembuktian
tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan umhdnerima dalil-
dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempaingaya bukti
permulaan ( kracht van begin bewijs. )Jadi derajat bukti yang
dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatms ditolak dan
penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti plean saja tidak
dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatatauig

2. Bukti sempurna
Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh kihgang
bersangkutan telah sempurna, artinya tidak per@i taelengkapi
dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangilegkinan diajukan
dengan bukti sangkalahtengen bewijs)Jadi dengan bukti sempurna
yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakimadtgm yang
cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh ibskngkalan.
Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan symssndapat
hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harusinggtekecuali
tergugat dengan bukti sangkalanny@iengen bewijs) berhasil
mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukupaguenyangkal
apa yang dianggap oleh hakim telah benar.

3. Bukti pasti/menentukafBeslissend Bewijs )
Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yangmpunyai daya
bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktiaselet tidak

diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Réddn dengan

M. Yahya Harahapp cit, him. 515.
1 Hari Sasangkariukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Madvesidan
Praktisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, him. 19.
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alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagiggegat atau
tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebuttuspasisi yang
tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikiantutan yang
diajukan dianggap benar, beralasan dan dapatrdaefeluang pihak
lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada la
4. Bukti yang mengika Verplicht Bewijs )
Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya Imdétigikat, maka
hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya derggmbuktian
tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam halngalasumpah
pemutus ( sumpah decissoir ).
5. Bukti sangkalarf Tengen Bewijs )
Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunattalam bantahan
terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan datemmsidangan.
Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugg@iak lawan.
Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan aebgkti sangkalan,
kecuali undang-undang sendiri secara tegas melaiajukannya suatu
alat bukti sangkalaff.
Dalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bealrisebas atau terikat
oleh Undang-undang dalam hal ini terdapat dua,tgaitiu :
a. Teori Pembuktian Bebas
Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasaga hakim, di
dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat olshatu ketentuan hukum,
atau setidak-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentbakum harus dibatasi
seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yangheesrti menaruh
kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh ragguag jawab, jujur,
tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan titkexkengaruh oleh

apapun dan oleh siapagin

8 Ibid., him. 20
7 |bid., him. 23.
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b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajuskem para pihak yang

berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus sethmagan alat-alat bukti

yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut tedidibagi menjadi :
1) Teori Pembuktian Negatif
Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentumrgymengikat, yang
bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasinhadkéngan larangan
untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengabuyskéan. Jadi
hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 FBgHIR, Pasal
1905 KUHPerdata )

Pasal 306 RBg/169 HIR :
“ Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak @ata slat bukti
lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “
Pasal 1905 KUHPerdata :
“ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu akdt kain, di
muka pengadilan tidak boleh dipercaya. “
2) Teori Pembuktian Positif
Disamping adanya larangan, teori ini menghendalangd perintah
kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi demggarat. ( Pasal 285
RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdata ).
Pasal 285 RBg/165 HIR :

“ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menuketentuan
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umumbenkuasa
untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang pubagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orangy yaendapat
hak daripadanya, tentang segala hal yang terselddlam surat
itu, dan juga tentang yang tercantum dalam suratseébagai
pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudiarhanya
sekedar diberitahukan itu langsung berhubung depg&ok yang
disebutkan dalam akta tersebut. “

Pasal 1870 KUHPerdata :

“ Suatu akta otentik memberikan di antara parakplheserta ahli
waris-ahli warisnya atau orang-orang yang menddqadt dari

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yamgat
didalamnya. “

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil penbokiDalam menilai
pembuktian, seorang hakim harus pula mengingatassyang penting
dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas tersetalah sebagai
berikut:

i) Asasaudi et altera partemAsas ini berarti bahwa kedua belah
pihak yang bersengketa harus diperlakukan saggaa( justice
under law);

i) Asas actor sequitur forum rei. Gugatan harus diajukan pada
pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asais
dikembangkan dari asggesumption of innocencgang dikenal
dalam hukum pidana.

iif) Asas affirmandii incumbit probation Asas ini mengandung arti
bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus

membuktikannya.

2.1.3 Macam-macam Alat bukti

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disemiiagaievidence,
adalah informasi yang digunakan untuk menetapkabperk@an fakta-fakta
hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangaionRialam bukunya yang
berjudul A Textbook of Jurisprudenceseperti yang dikutip oleh Sudikno
Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapagifa¢oral, documentary
atau material. Alat bukti yang bersifatal, merupakan kata kata yang diucapkan
oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yaeggifat documentary
meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertukdat bukti yang bersifat material,
meliputi alat bukti berupa barang selain dokurtfen.

18 Sudikno Mertokusumap.cit., HIm.120)
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Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdbpherapa doktrin
pengelompokkan alat bukti, yang membagi alat-aléttitke dalam kategor”

1. Oral evidence

a. Perdata (kesaksian, pengakuan, dan sumpah)

b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, danaketan terdakwa.
2. Documentary evidence

a. Perdata (surat dan persangkaan)

b. Pidana (surat dan petunjuk)
3. Material evidence

a. Perdata (tidak dikenal)

b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakuka tipaddna, barang
yang digunakan untuk membantu tindak pidana, bargagg
merupakan hasil dari suatu tindak pidana, baramg yhperoleh dari
suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti keysu

4. Electronic evidence

a. Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bwéttulis dan
elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.

b. Konsep tersebut terutama berkembang di negaraaegamon law

c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baruapiememperluas
cakupan alat bukti yang masuk kateglwcumentary evidence
Sedangkan Michael Chissick dan Alistair Kelman nsngkakan tiga
jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu
a. Real Evidence
Contohnya adalah komputer bank yang secara otommaghitung nilai
transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi dapat digunakan

sebagai sebuah bukti nyata.

19 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris GultonGyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasij PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, him. 100

20 Michael Chissick And Alistair Kelmartlectronic Commerce Law And Practice
Sweet&Maxwell, New York, 1999, HIm. 326
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b. Hearsay Evidence
Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh kdepsebagai
salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseprkedalam
komputer.

c. Derived Evidence
Derived evidencemerupakan kombinasi antaisal evidencelanhearsay
evidence
Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teoriarigntbeban

pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, ataara

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belakaof affirmatiej.
Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuauush
membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang
menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.

2. Teori hukum subyektif. Menurut teori ini suatu pFesperdata itu
selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atadujban
mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang emeukakan
atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.

3. Teori hukum obyektif. Menurut teori ini, mengajukgugatan hak
atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepakdenragar hakim
menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif deqhapristiwva
yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus m&hkan
kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan Bemumencari
hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristitua i

4. Teori hukum publik. Menurut teori ini maka menckebenaran suatu
pristiwva dalam peradilan merupakan kepentinganikuBlleh karena
itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besaukirmencari
kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajibangysifatnya
hukum publik, untuk membuktikan dengan segala maatanbukti.
Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

5. Teori hukum acara. Asasudi et alteram partematau juga asas
kedudukkan prosesuil yang sama daripada para mliimakka hakim

merupakan asas pembagian beban pembuktian meeariiti.
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Setiap alat bukti memiliki kekuatan hukum, dimanekdatan hukum
masing-masing bukti ini dapat mempengaruhi pengguirelat bukti tersebut
dalam proses persidangan dan dengan adanya kekiiakaim dari masing-
masing alat bukti tersebut, hakim dapat mengetingkah selanjutnya yang
harus ia ambil sehubungan dengan alat bukti tetslekuatan pembuktian akta
dapat dibedakan ke dalam 3 ( tiga ) macam, yaitu :

a. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksudkan dendakuatan
pembuktian lahir yang disebut juga dengan kekugtmbuktian keluar
dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yangsdidan atas keadaan
lahir bahwa suatu surat yang kelihatannya sepédt, aditerima atau
dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai, @dpanjang tidak
terbukti kebalikannya. Jadi, surat itu harus dgarkan seperti akta,
kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikateh pihak lain,
misalnya, dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yategdi dalam akta
tersebut dipalsukan. Dengan demikian berarti pefmoukya bersumber
pada kenyataan.

b. Kekuatan pembuktian formal. Yang dimaksud dengarku&ean
pembuktian formal dari suatu akta yaitu kekuatamipgktian yang
didasarkan atas benar tidaknya pernyataan yangngextangan pada akta
tersebut. Kekuatan pembuktian ini berfungsi mentklaeri kepastian
tentang peristiwva bahwa pejabat atau para pihak yatekan dan
melakukan apa yang dimuat dalam akta tersebut. &edgmikian berarti
pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam ra&ayabahwa orang
menandatangani suatu surat untuk menerangkan bdlalvhal yang
tercantum di atas tanda tangan tersebut adalahakggnnya.

c. Kekuatan pembuktian material. Yang dimaksud dendakuatan
pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pdiidou yang
didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari p&maga yang
ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukung yanyatakan dalam
akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi, reankepastian tentang
materi akta. Dengan demikian berarti pembuktianbgasumber pada

keinginan agar orang lain menganggap isi keterangadan untuk siapa
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isi keterangan tersebut berlaku, adalah benar dartujban untuk

mengadakan bukti untuk dirinya sendiri. Maka damdwg kekuatan

pembuktian material, suatu akta hanya memberikakti barhadap si

penanda tangan. pembuktian dilakukan oleh par&fibkan oleh hakim.

Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak umiekgajukan alat-

alat buktinya.

Adapun menurut KUHPerdata maupun RBg/HIR alat-alakti dalam
hukum acara perdata terdiri atas :
1. Bukti Tulisan atau Surat

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bydtig utama dalam
lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang angesrang yang terlibat dalam
suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau mekgedalat-alat bukti
dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukiiFbtérsebut dapat
dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbuatu perselisihan
sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hwdaara perdata alat bukti
tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/1#8 Rasal 285 RBg sampai
dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 $itR 1867 Nomor 29 dan
Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alattbligan, antara lain:

1) Menurut A. Pitlo,

“alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang diselemgan surat adalah
pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menejamauatu isi
pikiran“?*

2) Menurut Sudikno Mertokusumao,
“alat bukti tertulis atau surat ialah segala sasyaing memuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkaatisatau untuk
menyampaikan buah pikiran seseorang dan diperganadbagai

pembuktian™?

ZLMr. A. Pitlo., op.cit.,him. 51
%2 Teguh SamuderaHukum Pembuktian dalam Acara Perdat@enerbit Alumni,

Bandung, 1992, him. 36.
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3) Menurut Teguh Samudera, “surat adalah suatu pexaydiuah pikiran
atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tandadora dan dimuat
dalam sesuatu bend&3*

4) Menurut H. Riduan Syahrani,

“alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang merama-tanda bacaan
yang dapat dimengerti dan mengandung suatu piteraentu. 2*

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam alda tulisan bukan
akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dallia otentik dan akta di
bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian, alat tulisan terdiri dari :

a. Akta

Yang dimaksud dengankta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan

sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu fp@esdan ditandatangani

oleh pembuatnya. Dengan demikian, unsur-unsur yaegfing untuk
digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajsiak membuatnya
sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan ofahg untuk keperluan
siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempurgberapa fungsi,

a) Akta Berfungsi sebagai Formalitas Kausa

Suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatadanya suatu
perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang akiak tidak
dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut diangidag
pernah terjadf>

b) Akta Berfungsi sebagai Alat Bukti

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artityjaan utama
membuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakbagai
alat bukti.

C) Akta Berfungsi sebagai Probationis Kausa

Akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dah
membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, furagsa tersebut

merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal ataistipa

% Ipid., him. 37.
24 H. Riduan Syahrangp cit him. 91.
%M. Yahya Harahamp cit, him. 564.
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tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan huiang terjadi
tidak dapat dibuktikan. Akta ini dapat di bagi ldg dalam akta
otentik dan akta di bawah tang&n.

i) akta otentik

Pasal 285 RBg/165 HIR menyebutkan bahwa :

‘ akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat mahur
ketentuan undang undang oleh atau di hadapan pejaba
umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, mekamer
bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahlismga

dan sekalian orang yang mendapat hak dari padémnytang
segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dga jantang
yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitabag ;
tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar
diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokakgy
disebutkan dalam akta tersebut. “

yang menyatakan:

“ suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalzntuk
yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat olelu ala
hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa umntuk it
tempat di mana akta dibuatnya. “

Akta otentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat unsering
disebut dengan akta pejabfacte ambtelijk) sedangkan akta
otentik yang dibuat di hadapan pegawai/pejabat una@mng
disebut dengan akta parfacte partij) Untuk membuat akta partai
(acte partij)) pejabat tidak pernah memulai insiatif, sedangkan
untuk membuat akta pejab@icte ambtelikjjustru pejabatlah yang
bertindak aktif, yaitu dengan insiatif sendiri mambakta tersebut.
Oleh karena itu, akta pejabat berisikan tidak lalaripada
keterangan tertulis dari pejabat. Sedangkan dalata partai
berisikan keterangan para pihak sendiri, yang dgkan
(diformulasikan) oleh pejabat ke dalam akta.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 RBg/165 &l s
Pasal 1870 KUHPerdata disimpulkan bahwa akta dtenti

26 |pid., him. 565.

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurnkudtan bukti
sempurna dari akta otentik partgiacte partij ) hanya berlaku
antara kedua belah pihak dan ahli warisnya sedageorang yang
mendapatkan hak daripadanya. Sedangkan terhadag lara atau
pihak ketiga, akta tersebut tidak mempunyai kekuabakti
sempurna melainkan hanya sebagai alat pembuktiaasbartinya
penilaian kekuatan pembuktiannya bergantung padamp&ngan
hakim. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat pégabat( acte
ambtelijk ) akta ini juga mempunyai kekuatan bukti sebagai
keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutato, keterangan
tentang apa yang ia alami. Akta otentik ini berladxhadap setiap
orang.

Mengenai beban pembuktian dari akta otentik dafmetgdl
sebagai berikut:

a) Kekuatan pembuktian lahir akta otentik.
Suatu akta yang secara lahir tampak sebagai alatilotdan
memenuhi syarat yang ditentukan, maka akta terselayat
dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti Betyal.
Demikian juga tanda tangan pejabat pada akta &téatsebut
dianggap benar dan asli, sampai ada pembuktiarilsglza Beban
pembuktian terletak pada siapa yang mempersoaltentilo atau
tidaknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian latiberlaku bagi
setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak Sepagai alat
bukti, maka akta otentik, baik akta para pih@kacte partij )
maupun akta pejabdt acte ambtelijk ,) keunggulannya terletak
pada kekuatan pembuktian lahir.
b) Kekuatan pembuktian formal akta otentik.

Dalam arti formal, suatu akta otentik membuktikabénaran dan
kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar,dilakukan oleh
pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Diadéngang
telah dapat dipastikan adalah tentang tanggal, demdgda tersebut
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dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantuncledam akta
tersebut.

c) Kekuatan pembuktian material akta otentik.
Pada umumnya akta pejab&icte ambtelijk) tidak memiliki
kekuatan pembuktian material, kecuali akta yangldérkan oleh
Kantor Catatan Sipil. Akta pejab&icte ambtelijk)ini tidak lain
merupakan petikan atau salinan dari daftar aslirsgpanjang
isinya sesuai dengan daftar aslinya, sampai dapaikiikan
sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan lkepad
pertimbangan hakim. Sedangkan semua akta para etk
partij) memiliki kekuatan pembuktian material. Bagi kepegén
dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian mhteéni
diserahkan kepada pertimbangan hakim.

i)  akta di bawah tangan
Dalam Pasal 286 ayat ( 1 ) RBg, dinyatakan :

“dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu ,sdéadtar,
surat urusan rumah tangga dan surat yang ditargiatadan
dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat
umum®

Pasal 1874 KUHPerdata, menyebutkan :

“ sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan diangajp-akta
yang ditandatangani di bawah tangan, surat-suegister-
register, surat-surat urusan rumah tangga darldairtulisan
yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda aanga, dalam
kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otdmdikanya
terletak pada kekuatan bukti lahir atau kekuataktitkeluar yang
tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

a). Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan.
Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pentiark lahir,
karena tanda tangannya masih dapat disangkal olahg y
bersangkutan. Terhadap pihak ketiga, akta di batmagan ini
memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.
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b) Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tanganasdengan

kekuatan formal akta otentik. Dalam hal ini beréetah terdapat

suatu kepastian bagi siapa pun, bahwa si yang nuat@ngan
dalam akta di bawah tangan tersebut menyatakamtisepa yang
ada di atas tanda tangan tersebut.

c) Kekuatan pembuktian material akta di bawah tanga

Akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktiatenaa

yang cukup atau sebagai bukti yang sempurna tephadag yang

menandatanganinya, ahli warisnya atau orang yanudapatkan
hak dari

mereka. Sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatabuydgiannya

adalah bergantung kepada penilaian hakim

b. Tulisan bukan akta.

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tisktkgaja dijadikan
bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak diédaogani oleh
pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yamgpn akta ini
sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi padsarmga tidak
dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudiain har

RBg/HIR maupun KUHPerdata tidak mengatur secaraasteg
mengenai kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisamgy bukan akta.
Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada asasnyap&irghada akta yang
asli. Bila akta yang aslinya ada, salinan-salinaau akhtisar-ikhtisar
tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, yangk unt selalu dapat
diperintahkan untuk menunjukkannya. Apabila aktagyasli tidak ada
lagi atau hilang, salinan-salinan atau ikhtisattigdr dari akta yang hilang
itu kekuatannya hanyalah sebagai suatu permulaarbyddian, kecuali
salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini yaagatl memberikan

kekuatan yang sama dengan aslinya, yaftu :

2 H. Riduan Syahrani, S.Hop cit, him. 99.
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. Salinan-salinan pertama ;

. Salinan-salinan yang dibuat atas perintah halemgan dihadiri kedua

belah pihak atau setelah kedua belah pihak diphdgggan sah ;

. Salinan-salinan tanpa perantaraan hakim atduadipersetujuan para

pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-saleréenpa, dibuat oleh
notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuaty atleh pegawai-
pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-adaa yasli dan

berwenang memberikan salinan-salinan.

2.  Bukti dengan saksi-saksi

Alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian ydebas. Ada

beberapa pendapat mengenai kesaksian. Menurut th, Resaksian hanya

boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengmmcainderanya dan tentang

apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yamugkadan.

Menurut S. M. Amin, kesaksian hanya gambaran daatapa yang telah

dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-ketgaa ini semata-mata bersifat
obyektif 28

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepasyang

diberikan kepada hakim di persidangan tentang tpeasyang disengketakan

dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan prdb@ldiorang yang bukan salah

satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persjda®

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkdandaegala hal, ini
diatur dalam Pasal 165 RB@/139 HIR dan Pasal 1896 Rerdata, kecuali bila
undang-undang menentukan lain. Hakim karena jabgamniapat memanggil

saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihakgybaerperkara.

Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolonkgalalam :

1.

Saksi tidak disengaja, yaitu saksi yang secatzetklan melihat atau
mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatanpatastiwva hukum
yang menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi hetseukan diminta
atau dipersiapkan oleh para pihak pada saat pesistiersebut

dilakukan.

% Hari Sasangkayp cit, him. 60
% Teguh Samuderap cit him. 51.
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2. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada padtuatan hukum
tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja psra pihak untuk
menyaksikan perbuatan hukum tersebut..

3. Persangkaan-persangkaan

Alat Pembuktian dengan persangkaan dilakukan keidapat kesukaran
untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat ataugat@mi sendiri peristiwva
yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpuag ditarik dari suatu
peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau p@résyang dikenal, kearah suatu
peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarikik®ulan tersebut adalah
hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persamdiakim. Sedangkan
jilka yang menarik kesimpulan tersebut undang-undamgka dinamakan
persangkaan undang-undafig.

Persangkaan dapat dibedakan menjadi dua yaiturngikaan atas dasar
kenyataan( feitelijke/rechtelijke vermoederatau praesumptiones facti ¢lan
persangkaan atas dasar hukum/undang-undamgettelijke/rechtsvermoedens
atau praesumptiones juris Persangkaan berdasarkan hukum ini dapat dibagi
lagi menjadi dua jenis yaitupraesumptiones juris tantynyaitu persangkaan
berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya permabulkawan dan
praesumtiones juris et de jyrgaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak
memungkinkan pembuktian lawan.

Sifat dari persangkaan undang-undang tidak dajmntih, oleh karena
itu, kesimpulan yang ditarik dari suatu persangkaadang-undang tersebut
berwujud pembuktian yang pasti dan menentukan danekim terikat untuk
menerima kebenarannya serta terikat untuk menjadgersangkaan undang-
undang ini sebagai dasar pertimbangan dalam men&eputusan, dengan
demikian, nilai kekuatan pembuktian dari persangkaadang-undang yang
tidak dapat dibantah bersifat sempurna, mengikatndenentukan, hal ini diatur
dalam Pasal 1921 KUHPerdata.

Sedangkan persangkaan hakim sebagai alat bukti likierkekuatan
pembuktian bebas. Dalam hal ini kekuatan pembuld@anyang akan diberikan
kepada persangkaan hakim tertentu, apakah seblagdukti yang sempurna

% Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawirgagit, him. 68
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atau alat bukti permulaan atau sama sekali tidakiike kekuatan, diserahkan

sepenuhnya kepada penilaian hakim.

4. Pengakuan

Ada beberapa pendapat mengenai defenisi pengakuan :
1) Menurut A. Pitlo,

“pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah mhbek dalam

suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikekankaleh pihak

lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan jakan.

2) Menurut S. M. Amin,

“pengakuan adalah suatu pernyataan tegas olehngedranuka sidang

pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan|()dalvan, atau
hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atédunigan yang
didakwakan ( didalilkan ), atau hanya salah saaw &bih daripada
satu hal-hal yang didakwakan (didalilkar? “

3) Menurut Sudikno Mertokusumao,

“pengakuan di muka hakim di persidangan merupaketer&angan
sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dagathkan oleh
salah satu pihak dalam perkara di persidangan yaegbenarkan
baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristataatau hubungan
hukum vyang diajukan oleh Jlawannya yang mengakilmatka
pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu.laty

Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang ldheoleh salah satu

pihak dalam perkara, baik secara lisan atau teryilng bersifat membenarkan

peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukaktan didalilkan oleh

pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakatugpembenaran terhadap

peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilakelh lawan baik sebagian

atau seluruhnya.

Pengakuan dibeda-bedakan sebagai berikut :

a.

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnyarhsede dan

sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawanakReag tersebut

3L A, Pitlo, op cit, him 150.
%2 Hari Sasangkayp cit, him. 102.
%% Ibid., him. 102.
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mutlak, tidak ada syarat apapun. Dengan demikiagglaian tersebut
harus dinyatakan terbukti oleh hukum.

b. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan gesegtai dengan
sangkalan terhadap sebagian tuntutan si penggbgagan kata lain,
pengakuan ini adalah jawaban tergugat yang menebaigs&an berupa
pengakuan dan sebagian lagi berupa sangkalan atdahan.

c. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yaegadidengan
keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. rakgtn
tambahan atau klausula semacam itu dapat berupdayenan,
pembebasan atau kompensasi. Pengakuan ini sebanaamslah
jawaban tergugat tentang hal pokok yang diajukasih glenggugat,
tetapi disertai dengan penjelasan tambahan yangjadiedasar
penolakan gugatan.

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempugiaiatan bukti
yang sempurna dan mengikat. Pengakuan di depangstdasebut tidak dapat
ditarik kembali, kecuali bila pengakuan tersebutrupakan suatu kekhilafan
mengenai hal-hal yang terjadi.

Alat bukti pengakuan harus diterima seluruhnyajrnaidak bebas untuk
menerima sebagian saja dan menolak sebagian lais@Bngga merugikan
orang yang mengakui hal itu. Artinya pengakuanktittaleh dipecah-pecah.
(Pasal 313 RBg/176 HIR, Pasal 1924 KUHPerdata).

5. Sumpah

Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sbymgera ahli hukum
memberikan pengertiannya, yaitu antara lain :

1) Menurut A. Pitlo,

“Sumpah adalah hal menguatkan suatu keteranganadehgrseru
kepada Tuhan3

2) Menurut Sudikno Mertokusumao,

“Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yadmét yang
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi jatgu &eterangan

dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripadanTdha percaya

3 A. Pitlo, op cit, him. 172.
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bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji rdalg benar akan
dihukum oleh-Nya. *

3) Menurut M. H. Tirtaamidjaja,
“Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkanadekigidmat,
bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu menksterangan
yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuh&h. “

4) Menurut Krisna Harahap,
“Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesugding

disampaikan atas nama Yang Maha Kua¥a. “

Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu shmygsng
“‘menentukan” ecissoire eeddan “tambahan” qupletoir eejfl Sumpah yang
“menentukan” decissoire eedadalahsumpah yang diperintahkan oleh salah
satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dangaaksud untuk
mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakimka pihak lawan
mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sesidiri pihak yang
memerintahkan pengangkatan sumpabh itu, ia akanndinggan, sebaliknya, jika
ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpakaiakan dikalahkan. Pihak
yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai haktuk
“mengembalikan” perintah itu, artinya meminta kepguhak lawannya sendiri
mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan suggrah dikembalikan itu

sebaliknya dari perumusan semula.

Jika suatu pihak yang berperkara hendak memeriatalpengangkatan
suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempearigkan dahulu
apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkapaumu. Untuk itu hakim
memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumsisapah itu sungguh-
sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah ddakséndiri oleh pihak yang
mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang teélidlatdsendiri oleh pihak
itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah swmggngguh dengan
terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti pergeis antara kedua pihak yang

% Teguh Samuderap cit, him. 95.
% Hari Sasangkayp cit, him. 113.
37 Krisna Harahapop cit, him. 100.
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berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dkat bahwa sumpah itu
sungguh-sungguh “menentukan” jalannya perkara.

Suatu sumpah tambahan, adafalatu sumpah yang diperintahkan oleh
hakim pada salah satu pihak yang beperkara apabd&im itu barpendapat
bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suaterfifpulaan pembuktian”,
yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena ndigag kurang
memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasarluukt yang terdapat itu.
Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suampah tambahan atau

tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan pemmpéabuktian.

Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatpah tambahan,
hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itwapiTed tak dapat
“‘mengembalikan” sumpah tersebut kepada pihak lavg&inenarnya, terhadap
sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwaergenukan juga jalannya
perkara, sehingga perbedaan sebenarnya denganssumpahdecissoirialah,
bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatlkpiaag beperkara kepada
pihak lawannya, sedangkan sumpah tambahan digekaraoleh hakim karena

jabatannya, jadi atas kehendak hakim itu sendiri

Dalam hukum acara perdata, terdapat 3 ( tiga ¥ jgminpah, yaitu sumpah
pemutus, sumpah penambah dan sumpah penaksirtidpagenis sumpah ini
memiliki kekuatan pembuktiannya masing-masing, sampemutus memiliki
daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhgelgehan. Jadi, sumpah
pemutus memiliki sifat dan dayiis decisoir® dan undang-undang melekatkan
kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan meramtidepada sumpah
pemutus tersebut. Sedemikian rupa daya kekuatamydian memaksa yang
dimilikinya, sehingga Pasal 1936 KUHPerdata melgranengajukan bukti
lawan terhadapnya.

Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah penambahsudapah
penaksir mempunyai nilai kekuatan pembuktian semgpulan mengikat saja,
sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawarhakPilawan dapat

membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.

% |zaac S. Leihitu, dan Fatimah Achmalhtisari Hukum Acara PerdataGhalia
Indonesia, Jakarta, 1985, him. 62.
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6. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBgHIB3 Suatu

pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adéasan *°

1) selisih atau perbedaan batas-batas tanah yasengkietakan oleh

penggugat maupun tergugat,

2) letak suatu bangunan yang disengketakan,

3) barang-barang yang sangat besar dan terletalatli tempat atau suatu

bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan,

4) suatu kerugian yang timbul akibat perbuatanhsakdu pihak terhadap

suatu bangunan.

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setemp&iab merupakan alat
bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti ydisgbut dalam Pasal 284
RBg/164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdata. Oleh karendidak sah sebagai
alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempumiaikekuatan pembuktian.
Namun demikian, Pasal 180 RBg/153 HIR ayat ( 1 hegaskan bahwa nilai
kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan satemi@pat dijadikan
keterangan bagi hakim.

7. Keterangan ahli

Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat ( 2 )atikan bahwa
keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupuwaniigang dikuatkan dengan
sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan mémampsakta-fakta atau hal-
hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarms@dsi untuk itu hakim tidak
diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika perataphli itu berlawanan
dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak lie@@ndapat ahli akan
begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hegy menyangkut masalah
nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam dantentu.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak gigngebagai alat bukti
dalam perkara perdata sebab keterangan ahli bukamgenai terjadi atau
tidaknya suatu keadaan dalam suatu perkara, tetsgngenai pendapat
seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukanide&hlAkan tetapi hakim
diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mertgikendapat ahli. Bila

%9 Hari Sasangkayp cit, him. 129.
“%Ibid., him. 135.
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hakim mengikuti pendapat tersebut, ia mengambih gendapat tersebut
menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebaagiab pertimbangan dalam
putusan. Sedangkan, bila ia tidak mengikuti pendabpla tersebut, pendapat itu
disingkirkan dan dianggap tidak ada. Dengan kata keterangan ahli memiliki
kekuatan pembuktian bebas.

2.2 Tinjauan mengenai informasi dan dokumen elektronik dalam suatu
transaks elektronik
2.2.1 Pengertian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Transaks
Elektronik

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sapegsat di bidang
telekomunikasi, informasi dan komputer telah mesgkan konvergensi dalam
aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvesgedalam peri kehidupan
manusia, termasuk dalam kegiatan industri dan gertgan. Perubahan yang
terjadi mencakup baik dari sisi lingkup jasanya,lakenya, maupun
konsumennya. Dalam perkembangan selanjutnya mkdathparadigma, tatanan
sosial serta sistem nilai batt.

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakarustaab pandang baru
dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pamglang dimaksud adalah
perubahan paradigmgpaper based menjadi electronic based Dalam
perkembangannya, informasi yang berwujud elektro(electronic based)
semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal peatdny pengolahan maupun
penyimpanan informasi elektronik tersebtit.

Dalam pengertian umum transaksi diartikan sebagganjian jual beli
antara para pihak yang bersepakat. Sedangkan dalgkup hukum sendiri,
transaksi dapat diartikan sebagai penamaan terhaabsyadaan suatu perikatan
ataupun hubungan hukum yang terjadi di antara pitwek. Dan dalam lingkup
ilmu komunikasi ataupun teknologi sistem komunikdsberadaan transaksi

“l Supancana, IBR., “Kekuatan Akta Elektronis Sebajat Bukti Pada Transaksi E-
commerce Dalam Sistem Hukum Indonegigth://legalitas.org.20 Desember 2010.

2 Edmon makarim,Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajid?iT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 200 415
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dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungkanmh antarpihak yang
dilakukan dengan cara saling bertukar informasukimelakukan perdagangan.
Sementara itu transaksi elektronik diartikan sebaggiap transaksi yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jarimgeomputer atau media
elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem mési elektronik yang

menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-maspigak yang

bertransaksi.

Saat ini, dengan makin pesatnya kemajuan teknalégimasi, dimana
dengan adanya kemajuan tersebut orang dapat mealakuinsaksi-transaksi
perdagangan dengan tanpa kehadiran para pihakiiseaesaksi perdagangan
dilakukan denganonline trading Dalam perkembangannya sekarang ini,
transaksi elektronik yang sering disebut sebagaline contract’ sebenarnya
merupakan perikatan atau hubungan hukum yang diakisecara elektronik
dengan memadukan jaringan sistem informasi beimsikomputer, dengan
sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringsa telekomunikasi dimana
transaksi elektronik ini difasilitasi oleh keberadajaringan komputer global
internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjiga akan bergantung kepada
inti dari sistem elektronik sebagai wujud bertemaigknologi informasi, media
dan telekomunikasi mencakup keberadaantentdari informasi itu sendiri,
computing sebagai sistem informasinyagommunication sebagai sarana
pertukaran informasi ser@ommunitysebagai penggunanya, sehingga transaksi
elektronik tersebut hanya dapat dikatakan sah dépat dipercaya dan/atau
berjalan dengan seharusfya

Dalam UU ITE pada Pasal 1 angka 2, dikatakan bahwa

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yarigkdkan
dengan menggunakan komputer, jaringan komputeatianmedia
elektronik lainnya.

Sedangkan Perniagaan Elektroniklectronic Commergde sebagai
bagian dariElectronic Businesgbisnis yang dilakukan dengan menggunakan
electronic transmissignoleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumoska

definisinya dari terminologiE-Commerce (Perniagaan Elektronik). Secara

3 Edmon Makarimpp.cit, him. 255
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umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaks
perdagangan/perniagaan barang atau jamade( of goods and servicelengan
menggunakan media elektronik. bahwa kegiatan pgaiaia tersebut merupakan
bagian dari kegiatan bisnis atauwc¢emmerce is a part of e-busin&s$ Jadi,
proses pemesanan barang, pembayaran transaksiahpgggiriman barang
dikomunikasikan melalui internet.

Di dalam UU ITE Pasal 1 UU ITE juga mencantumkafinig Dokumen
Elektronik dan Informasi Elektronik. Dokumen Elekitk adalah setiap
Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikikan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagneptikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengazlalui Komputer atau
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatasggtulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, teaugka, Kode Akses, simbol
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atapadl dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya

Sedangkan “Informasi Elektronik adalah satu atabuspulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padasdunl suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (E8Ujat elektronik €lectronic
mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, fhuamda, angka, Kode
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahgyaremiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Yang dimaksud dengan informasi elektronik dalam tilsutansaksi
elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokunedektronik, kontrak
elektronik, surat elektronik, atau tanda tanganktsdaik, juga meliputi
informasi elektronik tertentu yang merupakan rujukdari suatu informasi
elektronik. Informasi elektronik tersebut memilikmakna tertentu atau
menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud adelggunanya. Dari defenisi
Informasi elektronik yaitu dalam Pasal 1 angka 1 IJ& tersebut, termuat 3
(tiga) makna dari suatu informasi elektronik :

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpd&ta elektronik

2. Informasi elektronik memiliki wujud diantarangidisan, suara, gambar

“4 Arrianto Mukti Wibowopp.cit.
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3. Informasi elektronik memiliki arti dan dapat digami

Jadi, informasi elektronik dalam suatu transakektebnik adalah data
elektronik yang memiliki wujud dan arti. Informaaiektronik yang tersimpan di
dalam suatu media penyimpanan bersifat tersembunformasi elektronik
dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya dajudvdan arti dari informasi
elektronik itu sendiri.

Berbicara mengenai transaksi, maka sebenarnya roarakan tentang
hubungan hukum yang disepakati oleh para pihakuSexsetujuan tidak hanya
mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dgammelainkan juga segala
sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan ditubkridasarkan keadilan,
kebiasaan atau undang-undang (ps.1339 KUHPer).aBgygarat yang selalu
diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggaghté&rmasuk dalam suatu
persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasuttkdalamnya (pasal 1347
KUHPer).

Mengenai pengaturan transaksi elektromkcOommercedapat diterapkan
KUHPerdata secara analogi, dimana terhadap kete#iet@ntuan darie-
commercediterapkan ketentuan dari Buku Il tentang Hukunrikkd¢an dan
KUHDagang. Dalam KUHPerdata ditentukan bahwa syp&tsetujuan adalah
suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau tedilgikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih (ps.1313 KUHRéntuk sahnya suatu
kontrak maka berdasarkan kepada syarat-syaratdiahg di dalam pasal 1320
KUHPerdata yang menentukan bahwa syarat sahnya fesjanjian adalah
sebagai berikut:

I. kesepakatan para pihak;

ii. kecakapan untuk membuat perjanjian;
lii. suatu hal tertentu; dan

Iv. suatu sebab yang halal.

Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesdpak dan unsur
kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapatatklaat Sedangkan apabila
tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal terfedaan unsur keempat (suatu
sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah det@ hukum
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Dalam pengaturan teknologi informasi, penentuan atahs waktu
pengiriman dan penerimaan harus diatur secara kBhagar dapat tercipta
kepastian yang berkaitan dengan waktu kejadianirtiatiengingat bahwa suatu
informasi yang dikirimkan belum tentu langsung déadilihat atau didengar
oleh penerima. Oleh karena itu, suatu informaditedaik dalam suatu transaksi
elektronik dianggap telah dikirim apabila informéesisebut telah dikirimkan ke
alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistehtrelgk yang digunakan oleh
penerima dimana pesan berada di luar kendali pengsetelah informasi
memasuki sistem tersebut. Sementara suatu infordiasggap telah diterima
apabila informasi tersebut telah memasuki sistegkteinik dibawah kendali
atau sistem elektronik yang telah ditunjuk olehgsana yang dituju. Namun
peraturan ini dapat dikesampingkan oleh pengiriau gienerima bila mereka
telah melakukan perjanjian untuk mempermudah kokasiimerek&

Jika terdapat dua atau lebih sistem informasi ydigunakan dalam
pengiriman ataupun penerimaan informasi elektrod@éfam suatu transaksi
elektronik, maka waktu pengiriman adalah Kketikaoinfasi elektronik
memasuki sistem informasi pertama yang beradardkaadali pengirim dan
waktu penerimaan adalah ketika informasi elektromiemasuki sistem
informasi terakhir yang berada di bawah kendaligpiena*®

Mengenai saat terjadinya "kontrak" dalam transakedttronis, maka untuk
menetapkannya dapat dikaitkan dengan teori-teokmiahukum perjanjian,

seperti:
1. Teori Kehendakwilstheorie)

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontealalah ketika pihak

penerima menyatakan penerimaannya dengan menuigsle-
2. Teori Pengirimanyerzendtheorie)

Bila menggunakan teori ini maka terjadinya kontemlalah pada saat

penerima mengirim e-mail tersebut;

5 Ahmad M. Ramli,dkkpp cit, him. 15.
“%|bid., him. 15.
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3. Teori Pengetahuawvégrnemingstheorie)

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejaketahuinya e-mail

dari penerima oleh penawar,
4. Teori Kepercayaarvértrowentheorie)

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat peragat penerimaan
tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, peganjarus dianggap
lahir pada saat pihak yang melakukan penawanéfer(e menerima jawaban
yang termaktub dalam surat tersebut, sebab defizhityang dapat dianggap
sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun keanudnungkin yang
bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah metgaggungannya sendiri.
Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surayangaditerimanya dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya, karena perjargiatah lahir. Perjanjian yang
sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa ipihak lawan. Saat atau detik
lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketatlan ditetapkan, berhubung
adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undaag peraturan yang
mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnyandgelaksanaannya atau
masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu payjangal beli. Tempat tinggal
(domisili) pihak yang mengadakan penawar@fferte) itu berlaku sebagai
tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempgiun menjadi hal yang
penting untuk menetapkan hukum manakah yang akéakb&

2.2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Elektronik

Sekalipunonline contractingadalah fenomena baru, tetapi semua negara
tetap memberlakukan prinsip dan peraturan hukumtr&knyang telah
dianutnya. Kontrak elektronik dalam suatu transa#sktronik harus memiliki

kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konversi@lah sebab itu

*"“Telekomunikasi dan Teknologi Hukum E-commerbéth://www.Hukum online.com
20 Desember 2010.
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kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak egnemperhatikan syarat
sahnya perjanjian. Prinsip-prinsip hukum kontralaiseberlaku untuk kontrak
konvensional, berlaku juga untuk kontrak-kontraleké&lonik, karena pada
dasarnya tidak ada perbedaan antara kontrak koiwahsdengan kontrak
elektronik, yang membedakan keduanya hanyalah ndatiakontrak tersebut.
Kontrak konvensional dilakukan dengan media kersaslangkan kontrak

konvensional dilakukan melalui internet

Berikut merupakan prinsip-prinsip yang terdapatadalhukum kontrak
elektronik baik yang diatur dalam KUHPerdata maupuhITE.

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Per@8argerlijk Wetboek )
Dalam KUHPerdata, sebenarnya tidak ada diatur nrengeinsip dalam
kontrak elektronik, tetapi telah dijelaskan sebelyen bahwa kontrak
konvensional tidak berbeda dengan kontrak elektr&acuali medianya, maka
prinsip-prinsip hukum kontrak yang diatur dalam buki KUHPerdata juga
berlaku bagi kontrak-kontrak elektronik. Prinsipasip yang paling mendasar
dalam hukum kontrak ada 5 ('lima ) yaitu :
a. prinsip kebebasan berkontrak
Kebebasan berkontrak adalah salah satu prinsipndal&kum umum yang
berlaku di seluruh dunia. Prinsip kebebasan ber&&mitau yang sering
juga disebut dengan sistem terbuka adalah adarbgb&san yang seluas-
luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepadsyarekat untuk
mengadakan perjanjian atau kontrak tentang apa dia@r dengan cara
apa saja dan perjanjian atau kontrak tersebut alargikat kepada para
pihak sebagaimana halnya undang-undang, asalkartersdbut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undanggpatukan dan
ketertiban umum..
Para pihak pembuat kontrak bebas untuk membuatddodengan isi apa
saja. Peraturan hukum yang tersirat dalam KUHPartainya bersifat
sebagai pelengkap dan akan berlaku bagi para pikeagihak-pihak yang

membuat kontrak tersebut tidak mengaturnya semididalam kontrak,
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kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memalksa ynemang wajib
dan harus dipatuhi.
Prinsip kebebasan berkontrak ini juga berlaku bamitrak elektronik,
para pihak bebas untuk membuat kontrak elektrogritahg sesuatu hal
dengan bentuk yang bebas pula dan kebebasan hailkgoga dapat
dilihat dalam suatu kontrak atau transaksi elekkraiimana para pihak
bebas untuk memilih hukum yang berlaku bagi trasisatektronik
Internasional yang dibuatnya dan para pihak jugraeintuk menentukan
forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelessngketa alternatif
lainnya yang berwenang untuk menangani sengketg yamgkin saja
timbul dari suatu transaksi elektronik Internasigraang dibuatnya.

b. prinsip konsensualisme
Dalam hukum perjanjian dikenal adanya prinsip kosselisme yang
berasal dari kataonsensuyang berarti sepakat. Prinsip konsensualisme
dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat ( 1 ) KUldB&r. Dalam pasal ini
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya pemanjetu adanya
kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip kenaésme merupakan
prinsip yang menyatakan bahwa pada dasarnya pernadan perikatan
sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakdd@ngan kata lain,
perjanjian tersebut telah sah jika telah tercapaepakatan mengenai hal-
hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.
Di dalam kontrak elektronik dikenal juga prinsipnsensulisme, namun
berbeda dengan prinsip konsensualisme yang berfada kontrak
konvensional, dimana kata sepakat diperoleh bita pdnak telah bertemu
dan sepakat untuk membuat suatu perjanjian, dalaatuskontrak
elektronik kata sepakat diperoleh apabila salah gifiak telah menyetujui
penawaran pihak lain dengan mengklik tombol “ Oldtau menelepon
atau mengirime-mailke si penawar.

c. prinsip itikad baik
Pasal 1338 ayat ( 3 ) KUHPerdata menyatakan balewaia perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad béitegoeder trouw.)Prinsip itikad

baik merupakan salah satu sendi penting dalam hydarfanjian. Artinya,
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dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian hamgimd@hkan norma-
norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, seilapk yang membuat
dan melaksanakan perjanjian juga harus selalu miatmya dengan niat
baik. Jika kemudian hari ditemukan pelaksanaan ydeqat dikatakan
sebagai hal yang wanprestasi ( ketiadaan presteigdap kontrak, pihak
yang melakukan hal tersebut telah melanggar pritikgal baik.
Dalam pelaksanaan suatu kontrak elektronik jugerajitkan prinsip itikad
baik. Pihak-pihak yang membuat kontrak tersebutihalilandasi dengan
niat yang baik dalam memuat hal-hal yang diperami Prinsip itikad
baik dalam suatu kontrak elektronik ini sangat pensekali mengingat
dalam suatu transaksi elektronik para pihak tidaki$ bertatap muka satu
sama lain untuk dapat melakukan suatu transaksabseansaksi tersebut
dapat dilakukan melalui media elektronik. Dan bintinya salah satu
pihak menemukan bahwa pihak yang lain tidak memauitikad baik
dalam melaksanakan suatu kontrak maka pihak yangilan tersebut
dapat menggugat pihak lain tersebut ataupun kouizpkt dibatalkan.

d. prinsip kepastian hukum
Prinsip kepastian hukum atau yang dikenal juga densfilahpacta sunt
servandadiatur dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUHPerdata. |Piasa
menyatakan semua perjanjian yang dibuat secarabsdbku sebagai
undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengamkide, pasal
tersebut juga menyatakan tentang kekuatan pemanyaitu bahwa
kekuatan perjanjian adalah sama dengan undang-gndan kekuatan
seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yhbgat secara sah.
Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubunghokum yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masihgkppembuatnya.
Dengan kata lain, para pihak pembuat kontrak tenkduk mematuhi
kontrak yang telah mereka buat. Dalam hal ini, finkpntrak sama
dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaksukhierhadap para
pembuatnya. Demikian pula dalam suatu kontrak edakt dimana
kontrak yang telah dibuat oleh para pihak tersebemgikat dan berlaku
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sebagai undang-undang bagi para pihak yang telamboeg kontrak
melalui internet tersebut.

e. prinsip kepribadian
Prinsip kepribadian adalah prinsip yang menentukahwa seseorang
yang akan melakukan dan atau membuat suatu koadiglkh hanya untuk
kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat apdeasal 1315
KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata.
Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan :

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan tis aama
sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji g@ada untuk
dirinya sendiri. “

Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihgéing
membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membagiakepada
pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketigandegpat manfaat
karenanya. “
Artinya, kedua pasal ini menentukan bahwa perjanyiang dibuat oleh
para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membaatidak berlaku
bagi pihak ketiga atau pihak-pihak diluar perjamjtarsebut. Namun, ada
pengecualian dari ketentuan tersebut, sebagaimama dapat pada Pasal
1317 KUHPerdata.
Pasal 1317 KUHPerdata menyatakan :

“ Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkya suatu
janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apalstatu
penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untukyd sendiri,
atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada regdean,
memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yangahtel
memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh armk&nya
kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah meakat hendak
mempergunakannya. “

Prinsip kepribadian ini tidak hanya berlaku bagintkak-kontrak
konvensional tapi juga berlaku bagi kontrak elakilkodimana kontrak
elektronik tersebut hanya berlaku bagi pihak-pilyakhg membuatnya,

dalam hal ini pihak penawar dan pihak yang menerpeaawaran

tersebut. Kontrak elektronik tersebut mereka perhumduk kepentingan
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mereka sendiri dan mengikat mereka selaku parak piladam kontrak
elektronik tersebut.
2.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
Selain prinsip-prinsip kontrak yang terdapat dalauku Il KUHPerdata,
UU ITE sendiri juga mengatur beberapa prinsip-ppinslalam kontrak
elektronik, walaupun tidak diatur secara jelas ptetaeberapa pasal dalam
undang-undang ini secara tersirat mengatur mengamasip-prinsip kontrak
dalam suatu transaksi elektronik.
a. prinsip kepastian hukum
Dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) UU ITE disebutkan bahwa :
“ Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam tka
elektronik mengikat para pihak. “
Suatu transaksi elektronik mengikat pihak-pihak gyaaling terkait di
dalamnya, artinya suatu kontrak elektronik merupakadang-undang
bagi para pihak yang membuatnya, apabila ada saah pihak yang
melanggar kontrak elektronik tersebut maka pihakgydain dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggerakotersebut.
b. prinsip itikad baik
UU ITE juga menhatur mengenai prinsip itikad baiklasn
melakukan suatu kontrak elektronik. Hal ini sebagaia tercantum dalam
Pasal 17 ayat ( 2 ) UU ITE. Pasal ini menyatakan:
“ para pihak yang melakukan transaksi elektronikibwheritikad
baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukardarmasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik selama aksis
berlangsung. “
Prinsip itikad baik berarti para pihak yang bersaksi tidak bertujuan
untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian keuphdk lainnya tanpa
sepengetahuan pihak lain tersebut. Dalam suatuaiomiektronik para
pihak tidak boleh mempunyai niatan yang buruk, lpipanawar harus
jujur mengenai produknya dan produk yang diperamitersebut tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-gadannorma

kepatutan maupun norma kesusilaan.
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c. prinsip konsensualisme
Dalam UU ITE dalam Pasal 20 diatur mengenai kapatus
transaksi elektronik dikatakan terjadi.
Pasal 20 UU ITE ayat ( 1 ) menyatakan :

“ Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, tranga&kektronik
terjadi pada saat penawaran transaksi yang dilpengirim telah
diterima dan disetujui penerima. “

Pasal 20 UU ITE ayat ( 2 ) menyatakan :

“ Persetujuan atas penawaran transaksi elektroeilagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dilakukan dengamyp&aan
penerimaan secara elektronik. “
Dari Pasal ini dapat dilihat bahwa dalam UU ITEgudjatur mengenai
prinsip konsensualisme dalam melakukan kontrak teleik, dengan
penerapan yang berbeda dengan kontrak konvensidmahna dalam
kontrak elektronik kesepakatan terjadi pada saad\waran transaksi yang
dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui olehenerima, dan
persetujuan akan kesepakatan tersebut harus diakdgngan pernyataan
penerimaan secara elektronik, misalnya dengan metgin e-mail
konfirmasi.
d. prinsip keterbukaan atau transparansi
Mengenai prinsip keterbukaan atau transparansindataatu
kontrak elektronik dalam UU ITE diatur dalam Pa&&ghng menyatakan :
“ Pelaku usaha yang menawarkan produk melaluirsigtiektronik
harus menyediakan informasi yang lengkap dan bbegkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yaagadikan. “
Dengan adanya prinsip ini maka suatu perusahaam piteak yang
menawarkan produk harus terbuka atas produk yakejudirkan dan isi
kontrak yang dibuat tidak boleh mengandung unsurgyanerugikan
konsumen, bila hal ini dilakukan maka perusahaau @ihak penawar
tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasglat (2 ) UU ITE.
e. prinsip kebebasan kontrak yang terbatas
Para pihak dalam melakukan kontrak dengan caraapa dalam
hal kontrak elektronik kontrak dibuat dengan memgan media
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elektronik dalam hal ini internet. Para pihak jumgbas membuat kontrak
tentang apa saja, dan perjanjian atau kontrak bdetsakan mengikat
kepada para pihak sebagaimana halnya undang-unbharjgga berlaku
dalam kontrak elektronik hanya saja dalam konttekteonik ada barang-
barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikseperti misalnya hewan.
Ada juga barang-barang yang tidak dapat diperjligboe melalui
transaksi elektronik, seperti tanah. Karena didkara bahwa jual beli
tanah harus dituangkan dalam akta, yaitu akta BejRembuat Akta
Tanah ( PPAT ). Dari sini tampak adanya prinsipeketsan kontrak yang
terbatas.

Pasal yang menjadi dasar hukum prinsip kebebasakoriieak yang
terbatas ini adalah Pasal 18 ayat ( 1 ) dan PAsdllITE.

Bunyi dari Pasal 18 ayat (1) UU ITE ini adalah :

“ Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam tkain

elektronik mengikat para pihak. “

Pasal 19 menyatakan bahwa :

1 Para pihak yang melakukan transaksi elektrondcub

menggunakan sistem elektronik yang disepakati. “

Dari kedua pasal ini diberikan kebebasan kepada piaak untuk
dapat melakukan transaksi elektronik ke dalam kbnélektronik dengan
bentuk apa saja tetapi kontrak elektronik atausaksi elektronik tersebut
juga dibatasi, dimana para pihak harus menggunalsiam elektronik
yang telah disepakati.

Adapun perjanjian atau kontrak yang dinyatakan adddah suatu
perjanjian atau kontrak yang memenuhi keempat syilam Pasal 1320
KUHPerdata. Seperti telah disinggung sebelumnyavhasyarat sahnya
perjanjian ini tidak hanya berlaku bagi perjanjiaatau kontrak
konvensional saja tapi juga bagi kontrak-kontradkebnik.

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanyai suat
penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengdemya

tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jéwawwaran

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



tersebut tidak mendapat tanggapan oleh pihak lakantidak
akan ada kesepakatan. Dan untuk melahirkan suaepékatan
diperlukan adanya dua pihak. Kesepakatan dalanr&omaidalah
perasaan rela atau ikhlas di antara pihak-pihalg yaembuat
kontrak tersebut mengenai hal-hal yang dituangkaand
kontrak. Kesepakatan dinyatakan tidak ada jika fedndibuat
atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan dan pegy@dan
keadaan.

Pada kontrak konvensional kesepakatan dapat dengan
mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsilosyikén
baik secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, rdaleansaksi
elektronik, kesepakatan dalam kontrak diberikarakidsecara
langsung melainkan melalui media elektronik dalaed i
adalah internet.

Dalam suatu transaksi elektronik, khususnya trasisak
commerce pihak yang memberikan penawaran adalah pihak
penjual yang menawarkan barang dagangannya melehsite.
Semua pihak pengguna internet yang disebut dengterdapat
dengan mudah masuk untuk melihat barang-barangadagada
toko virtual tersebut ataupun untuk membeli bargaigg mereka
inginkan. Dalam transaks®-commercetidak ada proses tawar
menawar seperti halnya pada transaksi jual belraelangsung.
Barang dan harga yang ditawarkan terbatas dan tiehtukan
oleh penjual. Kesepakatan dihasilkan dalam suatnsaksie-
commercejika pembeli menyepakati barang dan harga yang
ditawarkan oleh penjual.

Transaksi e-commerce sebagai suatu kontrak atau
perjanjian juga dapat dibatalkan. Pembeli yanctet@nyepakati
barang dan harga masih memiliki kesempatan untukbatalkan
perjanjian jual-beli dengan fasilitas cancel an order”, tetapi
dengan catatan bahwa barang belum masuk dalam tahap

pengiriman. Penjual juga dapat membatalkan peganjbila
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ternyata yang melakukan transaksi terbukti tidakapaatau
ternyata ada wunsur penipuan, kesalahan, paksaan dan
penyalahgunaan keadaan

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Orang-orang yang yang akan mengadakan transaksi
haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai waswemtuk
melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang dieamtaleh
UU. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini ptnk atau
transaksi adalah orang yang sudah dewasa. Ukurdewkesaan
dalam hukum perdata adalah orang yang telah ber@huahun
dan atau sudah kawin. Dalam KUHPerdata Pasal 18a0juma
diatur mengenai orang yang tidak cakap membuat quexikatan,
yaitu :

i) anak di bawah umur,

i) orang yang di taruh di bawah pengampuan ( gilagdun
lemah akal dan pemboros ), dan

i) istri. Akan tetapi, dalam perkembangannya istri alap
melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah
perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUI1No.

Tahun 1974 tentang perkawinan jo SEMA No. 3 Tahun

1963.

Dalam transaksie-commercesangat sulit menentukan
seseorang yang melakukan transaksi, telah dewasa tatak
berada di bawah pengampuan karena proses penawiaran
penerimaan tidak dilakukan secara langsung melairkalalui
media virtual yang rawan akan tindakan penipuam [ika pada
akhirnya diketahui bahwa ternyata orang yang m&lakuransaksi
adalah orang yang tidak cakap, maka pihak yangyiliam dapat
menuntut agar transaksi dibatalkan.
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3) Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu mempunyai maksud bahwa objek yangudiat
dalam kontrak harus jelas atau setidak-tidaknyaaddpentukan.
Jadi, tidak boleh mengambang atau samar-samarinHabhngat
penting dilakukan untuk memberikan jaminan atau ak&pn
kepada para pihak dalam membuat dan melaksanakainako
Selain itu, juga untuk mencegah munculnya kontralif.f
Sehubungan dengan pokok perikatan yang justru mheigiadari
kontrak, maka suatu kontrak harus mempunyai pokall abjek
barang yang setidak-tidaknya dapat ditentukan pgaisSementara
itu, mengenai jumlah dari objek kontrak tersebupadatidak
ditentukan pada saat dibuatnya kontrak, asal nantidapat
dihitung dan ditentukan jumlahnya ( Pasal 1333 K@H@Rta ).
Dan perlu pula diingat bahwa suatu kontrak harusibebjek yang
dapat ditentukan agar kontrak mudah dilaksanakapatgperiu
mengaturnya kembali, dan jika objek dari kontra#taki dapat
ditentukan maka kontrak tersebut menjadi tidakatah batal demi
hukum.

Hal tersebut di atas juga berlaku dalam kontrakiiedn
elektronik hanya saja dalam transaksi atau korgtektronik ada
barang-barang tertentu yang tidak boleh diperjuiie melalui
transaksionling seperti tanah. Karena disyaratkan bahwa jual beli
tanah harus dituangkan dalam akta, yaitu akta BejRembuat
Akta Tanah ( PPAT ). Untuk saat ini proses pembuadéta
tersebut tidak dimungkinkan di buat secardine sehingga harus
dilakukan secara langsung dihadapan pejabat yangehang,
kecuali jika dalam perkembangannya ada undang-wndeamg
mengatur bahwa semua pembuatan akta dapat dilakukdadui

media elektronik®

8 pid., him. 268.
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4) Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal berarti bahwa kesepakatag ya
tertuang dalam suatu kontrak tidak boleh berterandengan
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusiMealnya,
perjanjian jual beli narkoba adalah tidak sah karbartentangan
perundang-undangan dan ketertiban umum. Mengeaai sebab
yang halal dapat ditemukan di beberapa pasal dEldrPerdata,
terutama Pasal 1336 KUHPerdata yang menyatakamWdgika
tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi terdapattesebab yang
halal ataupun jika ada suatu sebab lain yang dakgat maka
kontrak sebagaimana diatur demikian adalah sahohtiék yang
tanpa sebab menjadi kontrak yang sah jika terdsgsatu yang
diperbolehkan.

Ketentuan mengenai suatu sebab yang halal inigedgaku
dalam transaksi atau kontrak-kontrak elektronikhvia isi dari
kontrak elektronik tersebut tidak boleh bertentamgadengan
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusildmsia,
demikian maka kontrak elektronik tersebut tidak sah

2.3 Kedudukan dan pelaksanaan pembuktian informasi dan dokumen
elektronik dalam kontrak elektronik berdasarkan hukum
pembuktian di indonesia

2.3.1 Kedudukan Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Pada dasarnya, suatu permasalahan dapat timbulsdatu transaksi
apabila ada dari salah satu pihak yang ingkar.j&gnyelesaian permasalahan
tersebut pada akhirnya selalu dikaitkan dengan ya@pey menjadi bukti dari
transaksi tersebut. Permasalahan yang lebih rumpiatdtimbul dalam transaksi
yang menggunakan sarana elektronik, hal ini kapsmggunaan dokumen atau
data elektronik sebagai akibat transaksi melaluliemelektronik belum secara
khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, deltkm hukum acara perdata

maupun dalam hukum acara pidana.
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Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti digs akan berada
dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jaldamjakompromitis. Di satu
pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkemlmangman dan teknologi,
perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis pdr&egan teknologi digital
untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan.

Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadnipalasi penggunaan
alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak @erggung jawab menyebabkan
hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digikasebut dengan “hukum
alat bukti yang terbaik’est evidence rujesatu alat bukti digital sulit diterima
dalam pembuktian.The best evidence rulemengajarkan bahwa suatu
pembuktian terhadap isi yang substansial dari sdaekumen/photograph atau
rekaman harus digunakan dengan membawa ke pengddikamen/photograph
atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika dokumeotpdraph atau rekaman
tersebut memang tidak ada, dan ketidakberadaanoy@nbterjadi karena
kesalahan yang serius dari pihak yang harus memkiankt

Dengan demikian, menurut dokttest evidencei, foto kopi (bukan asli)
dari suatu surat tidak mempunyai kekuatan pembuktiggengadilan. Demikian
juga bukti digital, seperte-mail surat dengan mesin faksimile, tanda tangan
elektronik, tidak ada aslinya atau setidak-tidakngak mungkin dibawa aslinya
ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan pealahan hukum yang serius
dalam bidang hukum pembuktian.

Sama seperti sahnya perjanjian/kontrak pada umunkeabsahan suatu
transaksi elektronis sebenarnya tidak perlu diraguklagi sepanjang
terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Dalam sisteRuimulndonesia, sepanjang
terdapat kesepakatan diantara para pihak; cakapkengang membuatnya; atas
suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebadp lyalal, maka transaksi
tersebut seharusnya sah, meskipun melalui prosksaiis. Untuk mendukung
pandangan tersebut, dalam lingkup internasionalafet beberapa ketentuan

yang dapat menjadi acuan, antara lain:

1. The United Nations Conference on International TEradaw
(UNCITRAL) Model Law on E-Commerce 996, yang merumuskan
bahwa akibat, keabsahan atau dapat ditegakkanrata suformasi
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tidak dapat disangkal semata-mata karena formaseyegai pesan
data (lata message

2. The European Union (EU) Directive on E-Commerce 28f00:
menegaskan bahwa negara anggotanya wajib menjahinabsistem
hukum mereka memungkinkan kontrak dibuat denganansar
elektronis;

3. Singapore's E-Transaction Act d©98: merumuskan bahwa untuk
menghindari keraguan, dinyatakan bahwa informadakti dapat
disangkal akibat hukumnya, keabsahannya maupunrkpman untuk
ditegakkannya semata-mata dengan alasan bahwanasgotersebut

dalam bentuk rekaman elektronis.

Beberapa prinsip utama UNCITRAWodel Law on Electronic Commerce

juga menyebutkan diantaranya sebagai berfRut.

1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data tedeikk dapat
dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupekuatan
hukum.

2. Dalam hukum mengharuskan adanya suatu informasidba&ntuk
tertulis, suatu data elektronik apat memenuhi syaméuk itu . hal
ini disebutkan dlam pasal 6 UNCITRAL Model Law.

3. Dalam hal tanda tangan, suatu tanda tangan eléktnoerupakan
tanda tangan ang sah. Transaksi elektronik dapstutian dengan
tanda tangan digital atau tanda tangan elektrohd&nda tanga
digital adalah pendekatan yang dilakukan oleh tkdgie@ncryption
terhada kebutuhan akan adanya suatu tanda tanganadtnya
penghubung antara satu dokumen/ data/message deraganyang
membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Semeiitatanda

tangan elektronik adalah suatu tekhik penandatamgayang

49 H “ H H
Mariam Darus Badrulzaman, “E-commerce Tinjauani ddukum Kontrak

Indonesia” Hukum Bisnis X1(2001), hal.38)
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menggunakan biometric ataupun berbagai cara lainngeinya
tidak selalu harus menggunakan public key cryptioigy®
4, Dalam hal kekuatan pembuktian dan data bersangkutdata

message memiliki kekuatan pembuktian.

Di indonesia sendiri telah dibentuk UU ITE sehingganggunaan
dokumen atau data elektronik sebagai bukti dariustransaksi elektronik telah
diterima secara sah dalam hukum Indonesia. Segi&dtakan dalam Pasal 5
ayat (1) UU ITE :

“Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronilandatau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “
Hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan pada Passglat ( 2 ) UU ITE
bahwa

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronilardatau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) al@nperluasan
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Agarsy berlaku di
Indonesia.

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Para@dat-alat bukti
yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengamks-saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan métasal 184 Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat buktigy sah terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petudgnkketerangan terdakwa. Oleh
karena itu, alat bukti menurut hukum acara di g&@sg dibuat dalam bentuk
informasi elektronik/dokumen elektronik, dan infasn elektronik/dokumen

elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yamagp snenurut UU ITE.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/doken elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti huikang sah, dan merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengkunmwacara yang berlaku di

Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengaterbladap informasi

®0 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negri Depwth Perindustrian dan
Perdagangan jakarta dan Lembaga kajian Hukum Te@ndfakultas Hukum Universitas
Indonesia , naskah Akademik Rancangan Undang-Uniamang Tanda Tangan Elektronik dan
Transaksi Elektronik (Jakarta:2001), him. 75
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dan/atau dokumen elektonik beserta hasil cetakarapagai alat bukti sah di
pengadilan, sehingga sekarang ini alat bukti digadilan bertambah satu yang

sebelumnya belum ada.

2.3.2 Kekuatan Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik
Dalam Perkara Perdata

Dalam transaksi elektronik yang berlangsung demganggunakan media
elektronik, transaksi dilakukan tanpa tatap mukardara para pihak. Bukti atas
transaksi yang dilakukan tersimpan dalam bentulun@n atau data elektronik
yang terekam dalam sistem penyimpanan dokumenndpiter. Mengenai alat-
alat bukti dalam transaksi elektronik, Michael Glok dan Alistair Kelman

menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibudt kdenputer, yaitu*

1. Real Evidencg bukti nyata ) Real evidencatau bukti nyata meliputi hasil
rekaman langsung dari aktivitas elektronik sepestaman transaksi,
kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibokeh komputer itu
sendiri melalui pengaplikasiasoftware dan penerima informasi dari
deviselain seperti yandouilt-in langsung dalam komputer ataemote
sender. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi. Jilsebuah
komputer bank secara otomatis mengkalkulasi ( mé&ngh ) nilai
pembayaran pelanggan terhadap bank berdasarkdnyaaritransaksi-
transaksi yang terjadi dacredit balanceyang dikliring secara harian,
maka kalkulasi ini akan digunakan sebagai sebukt byata.

2. Hearsay Evidencdgbukti yang berupa kabar dari oratagn). Termasuk
pada hearsay evidenceadalah dokumen-dokumen atau data yang
diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan méormasi yang
diberikan ( dimasukkan ) oleh seseorang ke dalampkier. Cek yang
ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sébrekening bank juga
termasukhearsay evidence

3. Derived Evidence merupakanformasi yang mengkombinasikan antara

bukti nyata( real evidence Yengan informasi yang dimasukkan oleh

*1 Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultorop cit, him. 114
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seseorang ke komputer dengan tujuan untuk membeptukah dokumen
atau data yang tergabung. Contoh denved evidencadalah tabel dalam
kolom-kolom harian sebuah statement bank karerel tabdiperoleh dari
real evidencd yang secara otomatis membuat tagihan bank hdarsay

evidencd checkindividu danentrypembayaran lewadip-paying in).

Dengan dilakukannya ketiga pendekatan tersebutadegh bukti
elektronik maka akan membantu hakim dalam memutusi@atu perkara.
Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendirnmaag tidak mudah untuk
dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifategrity. Sifat ini dapat
terjaga dan dibuktikan jika digunakan tanda tangelektronik untuk
mengesahkan dokumen tersebut.

Alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata metapaalat bukti yang
paling krusial dalam pembuktian perkara atau sdlagkerdata. Berkenaan
dengan bukti surat, dalam hukum acara perdata idiegg dalam akta dan
tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dikeedéagi dalam akta otentik
dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian deaki@ otentik lebih kuat
dibanding dengan akta di bawah tangan karena mepapukekuatan
pembuktian lahir, pembuktian formal dan pembuktiaraterial. Hal ini
mengingat dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasa X&#HPerdata yang
menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yangatlibleh atau di hadapan
seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Bentuk informasi dan dokumen elektronik sangat teka ragam
tergantung pada maksud penggunaan dari dokumensendiri. Apabila
informasi dan dokumen elektronik tersebut hanyaiferinformasi biasa maka
dokumen tersebut termasuk dalam tulisan bukan atkia surat biasa atau juga
termasuk akta di bawah tangan karena memang dokusrsebut dibuat
seadanya dan tidak dimaksudkan untuk digunakangaeladat bukti nantinya.
Dengan demikian informasi atau dokumen elektrongind merupakan bukti
bebas yang penilaiannya diserahkan kepada pertoabamakim.

Kedudukan informasi dan dokumen elektronik sesuhgga merupakan

perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana dik&ken baik dalam Pasal 284
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RBg/164 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdata. Terhad&patan pembuktian
dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdategaabergantung pada
bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersébisrmasi dan dokumen
elektronik dapat disebut sebagai akta otentik dpakbelah mendapatkan
sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyara@bagai suatu kontrak
elektronik yang sah. Sebaliknya, apabila sistenktedaik yang digunakan
belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dakumen yang telah
dibuat dianggap tidak sah. Pemahaman ini sangdingemengingat praktek
perdagangan akhir-akhir ini mulai menggunakan mediternet dalam
pembuatan dokumen-dokumen perjanjian. Salah membuatu informasi
maupun dokumen elektronik akan mengakibatkan kieaaléatal pada kekuatan
pembuktian informasi ataupun dokumen elektronikgbut sebagai alat bukti
yang salt?

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika dicermdmihléanjut, keberadaan
suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistéekt@nik bersifat netral,
yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tgapgguaninput danoutput
yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya. Meriedmon Makarim, suatu
informasi atau dokumen elektronik sekiranya dilkasil oleh suatu sistem
elektronik yang telah dilegalisasi atau dijaminhopehak-pihak yang berwenang
untuk itu, jika tetap berjalan sebagaimana mestisgaanjang tidak dibuktikan
lain oleh para pihak, semestinya dapat diterimaaga&imnana layaknya akta
otentik, bukan akta di bawah tangan. Hal ini megginbahwa keberadaan
informasi atau dokumen tersebut semestinya tidgkatdadisangkal lagi dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pdvakpiersebut

Akan tetapi mengingat kejahatas-commercemerupakan salah satu
kejahatan baru dan canggih, maka wajar saja datamagakan hukumnya masih
mengalami beberapa kendala yang apabila tidak sedjeangani maka akan
memberikan peluang bagi pelaku kejahatan bisnig ganggih ini untuk selalu
mengembangkan “bakat” kejahatannya di dunia maysudnya kejahatan e-

commerce. Beberapa kendala tersebut antara lain :

52 Hwian Christianto,.’Alat Bukti Dokumen Elektronittalam Perkara Perdataiww.
GagasanHukur20 November 2010.
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a. Pembuktian (bukti elektrik)
Persoalan yang muncul adalah belum adanya kebulp&arafsiran
terhadap kepastian dari alat bukti elektrik iniaténakan alat bukti ini
mudah sekali untuk di copy, digandakan atau balkaalsukan, dihapus
atau dipindahkan. Walaupun mengacu pada Pasal &rigAdndang ITE
telah jelas menyebutkan mengenai alat bukti inmunma masih saja aparat
penegak hukum susah untuk mendapatkan alat bukgi gientik.

b. Perbedaan Persepsi
Perbedaan persepi yang dimaksud adalah bahwa itggagerbedaan
antara penegak hukum dalam menafsirkan kejahatag tgjadi dengan
penerapan pasal-pasal dalam hukum positif yang kbelsehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadi

c. Lemahnya penguasaan komputer
Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat perfegakn dibidang
komputer yang mengakibatkan taktis, teknis peni&il penuntutan dan
pemeriksaan di pengadilan tidak dikuasai karenayaragkut sistem yang
ada didalam komputer.

d. Sarana dan prasarana
Fasilitas komputer mungkin memang ada di setiapidkekantor para
penegak hukum, namun hanya sebatas berfungsi unarigetik saja,
sedangkan kejahatan e-commerce ini dilakukan denmganggunakan
komputer yang berjaringan dan berkapasitas tekngbogg lumayan maju
sehingga pihak aparat sulit untuk mengimbangi kagigoara pelaku
kejahatan tersebut.

e. Kesulitan Menghadirkan korban
Terhadap kejahatan yang korbannya berasal daridageri umumnya
sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan yang nkaterangan saksi
korban sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah abesatara
pemeriksaan.
Dalame-commercetidak ada alat bukti lain yang dapat digunakdaise

informasi dan dokumen elektronik yang ditransmisikadua belah pihak yang

melakukan perdagangan. Adapun saksi, persangkaagakuan dan sumpabh,
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pada prakteknya sangat sulit untuk diajukan sebafi bukti karena tidak
didapatkan dari suatu transaksicommerce Selain itu, apabila disamakan
sebagai tulisan, apalagi akta otentik, kekuatanbpdatrannya sempurna, dalam
arti tidak memerlukan suatu penambahan pembuktiskta otentik juga
mengikat, apa yang ditulis dalam akta tersebut hatipercaya oleh hakim,
harus dianggap benar, selama ketidakbenarannyla digiaat dibuktikan. Agar
dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis adddsapa cara yang dapat
dilakukan, salah satu yang lazim dilakukan adalembuat suatprint outatau
copydari informasi atau dokumen yang masih berbentekteinik.

Seperti halnya diatur dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) OB bahwa informasi
dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakmgsiupakan alat bukti
hukum yang sah. Hal ini penting untuk diperhatikamena bila terjadi suatu
perubahan bentuk dari suatu informasi atau dokurharys dapat dibuktikan
bahwa perubahan bentuk tersebut tidak merubalaisirdormasi atau dokumen
yang diubah bentuknya tersebut. Konsekuensi hukamksgkuatan pembuktian
dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuaird&agaatan pembuktian dari
bentuk asalnya.

Dalam UU No. 8 Tahun 1997 juga diatur mengenai pkngn bentuk
dokumen perusahaan dan legalisasinya pada BahrilPdsal 12 sampai dengan
Pasal 16. Ketentuan yang ada dalam pasal-pasabtersnenyebutkan, bahwa
suatu bentuk tertulis nyata, dalam hal ini segalsan yang dibuat berkenaan
dengan kegiatan perusahaan, dapat diubah ke betykmisalnya mikrofilm
atau CD, setelah sebelumnya dilakukan suatu vasifilkdlan legalisasi yang
dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan giejabat yang ditunjuk di
lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu bedtaa. Setelah ada
verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokurtersebut isinya sama
secara keseluruhan maka sebagaimana disebutkan Bakal 15 ayat ( 1 ) UU
No. 8 Tahun 1997 maka media hasil transformasieberns dan atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
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2.3.3 Penggunaan, Pelaksanaan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam
Perkara Perdata Saat I ni

Pengakuan catatan transaksi elektronik sebagaibalki yang sah di
pengadilan telah dirintis oleh UNCITRAL yang menitemkan dalamModel
Law on E-Commercketentuan mengenai transaksi elektronik diakui isgae
dengan tulisan di atas kertas sehingga tidak daltatak sebagai bukti
pengadilan. Mengacu pada ketentuan UNCITRAL, adaapg bagi Indonesia
untuk menempatkan bukti elektronik dalam bentukrmiasi, dokumen maupun
tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sapanjang ditetapkan dalam
undang-undang yang khusus mengatur mengenai tsaredaktronik dan hal ini
direalisasikan oleh pemerintah dengan dibentuknydTE.

Pemerintah sebagai regulator mengatur kegiatarkgeoenian Indonesia,
dalam hal ini kegiatan ekonomi berupa transaksarse@lektronik membuat
suatu kebijakan atau perangkat hukum berupa UU IN@dhun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliku@n antara laift®

aMemberikan kepastian hukum bagi para pelaku usahEmda

menjalankan aktivitas usahanya. Dengan adanya gaatrhukum,
maka kepastian hukum akan terjamin. Informasi /dudo
elektronik/hasil cetaknya sbg alat bukti hukum i sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE.

b.Memberikan perlindungan hukum bagi para pelakahasdan bagi
konsumen. Pelaku Usaha menyediakan informasi ygkgmdan benar.
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9. Melindungisioen dari
berita bohong dan menyesatkan yg merugikan Konsuuh@am
transaksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2§ Byd#lelindungi
Pelaku Usaha dari tindakan-tindakan melawan hukumisal
seseorang yg melanggar/menerobos sistem pengarsabagai mana
dimaksud dalam Pasal Pasal 30 (3) UU ITE.

3 Elly Erawaty, Pengantar Hukum Ekonomi Indonesidisi ketiga, Unpar, Bandung,
2004, him 10
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c. Memberikan proteksi secara khusus bagi pelaku usaasional
khususnya yang termasuk sebagai pengusaha kearhdakenghadapi
persaingan dengan pengusaha asing. Pemerintahiptad@ao iklim
usaha yang sehat dan kondusif untuk mengembangkahaudari
pelaku usaha nasional supaya dapat bersaing deregegusaha asing
dengan adanya perbuatan yang dilarang, misal rnvasi/dokumen
elekronik yang melanggar kesusilaan, memiliki moagzerjudian,
pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaivagai mana

dimaksud dalam Pasal 27.

d. Melindungi kepentingan umum dari kemungkinan terjga praktik
bisnis yang tidak sehat dari para pelaku ekononam&l Domain
(alamat internet) yg telah terdaftar tidak bolelsathhgunakan oleh
Pelaku Usaha lain karena dpt merugikan pemilik doraebagai mana

dimaksud dalam Pasal Pasal 23.

e. Menciptakan pemerataan pendapatan dan mendororgmemhan
ekonomi makro. Dengan adanya sistem elektronik nekagan usaha
akan semakin luas dan produksi meningkat sehingggepapan tenaga

kerja juga akan tinggi.

Materi penting dalam UU ITE adalah pengakuan teapaggerluasan dari
alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pargku di Indonesia.
Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadfapmasi, dokumen
maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bikinya, kini telah bertambah
satu lagi alat bukti yang dapat digunakan di peigad Informasi maupun
dokumen elektronik serta tanda tangan elektronikgymerupakan bagian di
dalamnya dapat menjadi alat bukti yang sah sebageinditegaskan di dalam
Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE. Adapun kegiatan melahgdia sistem elektronik,
yang disebut juga ruang sibecyber space, meskipun bersifat virtual dapat
dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukang nyata.

Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan vigaat berdampak sangat
nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronikenDan demikian, subjek
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pelakunya juga harus dikualifikasikan sebagai orgagg telah melakukan
perbuatan hukum secara nyata. Dengan diberlakukabiy ITE, maka secara
yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi traridafssaksi elektronik dan
informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonestetiap kegiatan yang
berurusan dengan sistem elektronik harus mendasaiaungan tersebut pada

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undangngniai.

Pengakuan secara yuridis melalui Pasal 5 ayat Wl JTE terhadap alat
bukti elektronik ini membawa akibat yuridis diaky@ alat bukti elektronik
tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selanberlaku. Pengakuan alat
bukti elektronik ini merupakan suatu langkah maglach hukum pembuktian.
Apabila terjadi suatu perkara perdata yang mempgkstakan suatu dokumen
elektronik dalam bentuk kontrak elektronik, makakwwoen tersebut dapat
digunakan sebagai acuan bagi para pihak untuk resaykan perkara atau

hakim yang nantinya memutus perkara

Oleh karena itu UU ITE ini mengatur suatu dimenaruyang belum
pernah diatur sebelumnya maka muncullah beberaggahis maupun
karakteristik baru yang bersesuaian dengan kegiditalunia siber. Salah satu
hal yang baru adalah adanya bentuk alat buktireleik yang sah secara hukum,
yaitu informasi dan dokumen elektronik, ataupunilhztak dari informasi dan
dokumen elektronik, dan juga tanda tangan elektrgang merupakan alat yang
digunakan untuk menentukan keabsahan dari suatumabi atau dokumen
elektronik. Alat bukti elektronik ini benar-benaermpakan hal yang baru dalam
dunia hukum mengingat belum adanya peraturan pangidndangan yang
menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sabalgt bukti yang sah.

Penggunaan alat bukti elektronik pada prakteknsgapeat anggapan yang
berbeda. Salah satu pendapat mengatakan bahwaétasilyang dimaksudkan
pasal 5 ayat 1 UU ITE merupakan bukti tertulis. iIHa®tak merupakan
perwujudan/penampakan dari informasi dan/atau dekuralektronik yang
tersimpan secara elektronik misalnya tersimparatid disk Informasi yang
tersimpan secara elektronik harus dapat dibuktkelreradaannya dengan cara

menampilkannya ke monitor komputer atau dicetakateywrinter tampil di
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kertas. Dengan demikian, informasi elektronik itapdt dilihat dengan kasat
mata dan diketahui keberadaannya. Jadi, hasil cetakpakan bukti elektronik
dalam wujud tertulis. UU ITE sendiri menyebutkanhWwa informasi dan

dokumen elektronik adalah perluasan dari alat by&tig sah sesuai dengan
hukum acara, hal ini dapat dilihat dalam Pasaldi 62 ) UU ITE.

Namun berdasarkan Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayaP#&3pl 6 dan Pasal 7
UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan makelari dokumen elektronik
agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu berupa miasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau dipan, yang dapat dilihat,
ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atdistem Elektronik,
termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya ry@ngliki makna atau arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memakaméinyatakan sah
apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektreaguai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang; dianggap sah lapaiormasi yang
tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkarandn keutuhannya, dan
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkdan keadaan.

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut ataplikatakan bahwa
dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal et haruslah
didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapatjamin bahwa sistem
elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskarengirimkan,
menerima atau menyimpan dokumen elektronik adatabas dengan ketentuan
dalam undang-undang; kemudian juga harus dapataménjbahwa dokumen
elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperta peaktu dibuat tanpa ada
perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang (antegrity), bahwa
memang benar dokumen tersebut berasal dari oramy yaembuatnya
(authenticity dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatngaon

repudiation).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, raa#tapat dikatakan
dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pethan seperti bukti
permulaan tulisanbegin van schriftelijke bewijs dikatakan seperti demikian
oleh karena dokumen elektronik tidak dapat bersi#mdiri dalam mencukupi

batas minimal pembuktian, oleh karena itu haruamii dengan salah satu alat
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bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktianny&ésethhkan kepada
pertimbangan hakim. Dengan kata lain, dokumen el masih merupakan
suatu alat bukti biasa di muka pengadilan, dimameiimmembutuhkan alat

bukti lainnya misalnya keterangan saksi untuk matigannya.

Pada kenyataannya dalam persidangan perdata nefilit kasus yang
menggunakan bukti elektronik dalam bentuk informdekumen maupun tanda
tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilaal, tersebut dikarenakan
rentannya kemauan hakim untuk mempelajari hal-hatu.b Khususnya,
berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informastata teknis, bila terdapat
satu standar keamanan untuk memberikan jaminareki#cin suatu informasi
maupun dokumen elektronik, selayaknya transaksp yaditakukan oleh para

pihak haruslah dinyatakan valid dan memiliki npambuktian di pengadilan.

Hal ini sangat penting, karena menyangkut persoaiapa yang
mengirimkan informasi atau dokumen elektronik terge Dengan mengetahui
siapa yang mengirimkan informasi ataupun dokumesebait, tergugat dapat
menjadikan bukti tersebut sebagai dasar untuk mk&ak gugatan. Selain itu,
untuk lebih memudahkan perlu diperhatikan juga kadean tanda tangan
elektronik dalam dokumen elektronik tersebut, targslnya tanda tangan
elektronik mungkin agak sulit untuk mendapatkandstian siapa sebenarnya
pengirim dokumen elektronik maupun informasi elekik yang menjadi pokok
sengketa.

Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim Hagtedasarkan
pada ketentuan hukum acara yang mengatur masalabuggan. Demikian
juga dalam perkara-perkara perdata yang menggunalednbukti elektronik
dalam bentuk informasi, dokumen maupun tanda taeggkironik, hakim juga
harus memperhatikan hukum pembuktian dimana telj@haskan sebelumnya
bahwa bukti elektronik ini merupakan perluasan dsat bukti yang telah ada
diatur dalam hukum acara di Indonesia, dan dalamena@annya alat bukti
elektronik berupa informasi, dokumen serta tandgda masuk dalam alat bukti
tulisan.

Dalam penyelesaian sengketa elektronik secaraaditignaka tetap
harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdatg larlaku. Di Indonesia,
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sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka sudiuapen melawan hukum
harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di Bgmabperadilan mulai dari
Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi maupahksimah Agung dengan
syarat adanya putusan hakim yang telah memiliku&sn hukum yang tetap
dan pasti (nkracht van gewijsd¢. Gugatan yang diajukan juga harus didasari
ketentuan hukum perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerda¢danjutnya, pada
proses pembuktian harus dapat dibuktikan unsurrulysimg menunjukkan
adanya perbuatan melawan hukum melalui alat-al&ti lyang diakui dalam
Pasal 284 RBg/164 HIR, baik bukti tertulis, yanglada suatu sengketa
elektronik dapat terdiri dari informasi, dokumennd&anda tangan elektronik
maupun hasil cetak dari informasi ataupun dokuneergyberhubungan dengan
transaksi elektronik tersebut, saksi-saksi termasaksi ahli seperti ahli dalam
bidang teknologi informasi, sebagaimana diaturdaRasal 181 RBg/154 HIR,
persangkaan, pengakuan dan sumpah, seperti pddagperkara perdata pada
umumnya.

Meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah ldiasebagai suatu alat
bukti yang sah, namun nilai kekuatan pembuktianogiamlah memiliki nilai
pembuktian sempurna atau masih merupakan alat biaisa. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya suatu informasi dan dokunitekirenik sebagai bukti
elektronik haruslah menggunakan sistem elekirondngy sesuai dengan
peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita masitubytengaturan yang lebih
spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi sepeguatan hukum perdata
khususnya di bidange-commerceagar masyarakat merasa aman dalam
melakukan transaksi elektronik dan menggunakanbaikti elektronik di depan
pengadilan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan agar halam jaksa tidak
sembarangan dalam memanfaatkan pasa-pasal dariTBUWan memberikan
nilai pembuktian yang sempurna pada alat buktitedeik yang diajukan adalah
dengan mengakomodasikan perbaikan di Peraturan rip¢ahe (PP) atau
peraturan pelaksanaan di bawahnya. sebagaimana t&ita, Pemerintah
sekarang sedang menyelesaikan proses pembuataanBRligmanatkan dalam
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UU-ITE. maka sebenarnya jika masih ada yang kusemgpurna masih ada

peluang untuk memperbaikinya.

2.3.4 Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata
Yang Akan Berlaku Pada Saat Peraturan Pemerintah Mengenai UU ITE
Telah Diundangkan
Perkembangan teknologi informasi terutama yang &ienk dengan
transaksi elektronik sepemicommerce, e-business, internet bankiutan lain
sebagainya memerlukan pengaturan dan ketentuan jedag yang dapat
mengamankan kepentingan informasi dan transakselat. Dalam UU ITE
diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektkodan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah, dan meruppkdnasan dari alat bukti
yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlakuddnesia. Tapi, tidak
sembarang informasi elektronik/dokumen elektroralpat dijadikan alat bukti
yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektkbrdokumen elektronik
dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabil@nggunakan sistem
elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang did&lem UU ITE, yaitu
sistem elektronik yang andal dan aman, serta memgrarsyaratan minimum
sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik daau
dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan neésasr yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotemtikerahasiaan,
dan keteraksesan informasi elektronik dalam penggaraan
sistem elektronik tersebut;

3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau yletalalam
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dimkam dengan
bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipal@eh pihak
yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistektroalk
tersebut; dan
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5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjeglaaruan,
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atanjpk.>*

Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektrdapgat dilakukan
dengan®

1. Didasarkan atas kemampuan komputer untuk menyimgata,
dimana informasi dan dokumen elektronik tersebpaddiakui tanpa
adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada ikasiifterhadap
metode bisnis yang dilakukan dan menggunakan sistektronik
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangagak®ean ini
sering digunakan dalam praktek bisnis maupun nsnibiuntuk
menyetarakan dokumen elektronik dengan dokumenekmional

2. Menyandarkan pada hasil akhir sistem komputer. IMysa dengan
outputdari sebuah program komputer yang hasilnya tidalatdilui
dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, r@kaeiepon dan
transaksi ATM. Artinya, dengan sendirinya buktikétenik tersebut
diakui sebagai bukti elektronik dan memiliki kekaat hukum.
Kecuali bila dibuktikan lain, informasi, dokumenaatdata tersebut
dapat dikesampingkan.

3. Perpaduan dari dua metode di atas, yaitu pengakedmadap
informasi dan data elektronik tersebut dilihat gadses penyimpanan
informasi dan dokumen tersebut serta hasil akhir idéormasi atau
dokumen elektronik tersebut.

Suatu informasi dan dokumen elektronik sebagai ibelektronik baru
dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistekiragllk yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Orargy ynengajukan suatu
bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwarmtsi dan dokumen yang
dimilikinya berasal dari sistem elektronik yangpencaya. Mengenai hal ini
diatur dalam Pasal 5 ayat ( 2), Pasal 6 dan Pddal ITE.

> bid.

> Rapin Mudiardjo, www. bebas. vism. ord@ata Elektronik sebagai Alat Bukti
Elektronik Masih Dipertanyakar2l Desember 2010.
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Sehubungan dengan standar penyelenggaraan siskimoeik yang baik,
maka secara tidak langsung akan dibedakan duakekimtan pembuktian yaitu
valid dan tidak valid, atau layak atau tidak layakuk dipercaya. Hal ini akan
mengarah kepada aspek akuntabilitas dari penyedeagq sistem itu sendiri.
Jika memenuhi semua kriteria standar, sepanjarak tethpat dibuktikan lain
oleh para pihak, sistem telah dapat dijamin bearakbagaimana mestinya dan
outputinformasi atau dokumen elektronik dapat dinyatakahd dan otentik
secara substansial sehingga informasi dan dokumesebut dapat diakui di
persidangan dan selayaknya diterima sebagai ak#itdientik.

Alat bukti elektronik dapat dipercaya jika dilakukdengan carg®

1. menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan

memproduksprint-out,

2. proses data seperti pada umumnya dengan memasugiah dalam

sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan, d

3. menguji data dalam waktu yang tepat, setelah ddtdistan oleh

seseorang yang mengetahui peristiwva hukumnya.

Syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi bagikggiaak yang ingin
menggunakan informasi dan dokumen elektronik,yaftu

1. mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin Keatan data

yang dimasukkan,

2. metode penyimpanan data dan tindakan pengambiléa wlatuk

mencegah hilangnya data pada waktu disimpan,

3. penggunaan program komputer yang benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan untuk memproses data,

4. mengukur uji pengambilan keakuratan program, dan

5. waktu dan persiapan modaint-out komputer.

KUHPerdata juga mengatur mengenai pengakuan tguhadeat yang
bertanda tangan. Surat yang bertanda tangan dimbak dipakai sebagai alat
bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk Kepersiapa surat tersebut

dibuat, yang disebut dengan akta, dan juga telghlagkan bahwa akta di dalam

°% Ahmad M. Ramli,dkkop cit him. 43.
> |bid., him. 43.
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KUHPerdata dibedakan menjadi dua jenis yaitu akeatik dan akta di bawah
tangan. Pentingnya keberadaan tanda tangan kaeegarm adanya tanda tangan
berarti orang yang menandatangani mengetahui rsialfta tersebut. Adapun
pada dasarnya penandatanganan suatu dokumen aertuptuk memenuhi
keempat unsur di bawah iff:

1. Bukti : sebuah tanda tangan mengotentikasikan sultkumen
dengan mengidentifikasikan penanda tangan dengkanten yang
ditandatangani. Pada saat penanda tangan membubianica tangan
dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan pueyai
hubungan dengan penanda tangan.

2. Formalitas : penandatanganan suatu dokumen “menialbak yang
menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumealet.

3. Persetujuan : sebuah tanda tangan menyatakanypeasepihak yang
menandatangani terhadap isi dari dokumen yangdhtangani.

4. Efisiensi : sebuah tanda tangan pada dokumen iger&ggring
menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi danghmedari akibat-
akibat yang tersirat di luar apa yang telah dikalis

Jadi, suatu tulisan yang telah ditandatangani daendrkan kebenarannya

mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sepeaica&htik. Salah satu alat
yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian k#ahsahan suatu bukti
elektronik adalah tanda tangan elektronik. Tanda@aa elektronik harus dapat
diakui secara hukum karena penggunaan tanda taglg&tronik lebih cocok

atau sesuai untuk suatu dokumen elektronik. Dalamtriansaksi elektronik

tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan keadsatuatu dokumen atau
bahkan kontrak elektronik selain data elektronikng/eberupa tanda tangan
elektronik, dengan demikian tanda tangan elektropdda dasarnya dapat
dipersamakan sebagai tulisan. Pasal 18 jo PasalPagal 11 UU ITE telah
menegaskan transaksi elektronik yang dituangkamandakontrak elektronik

mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kéaajbagi masing-masing

°8 Ronald Makaleo Tandiabang, Tomy Handaka PatrisgngnBarnea, www. google.
com,Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tandag@arDigital, 22 November 2010.
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pihak, asalkan ditandatangani secara elektronik pkra pihak sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

Jika informasi dan dokumen elektronik dimaksudkabagai dokumen
yang otentik, maka dokumen tersebut harus memebpeiberapa persyaratan,
persyaratan utama agar suatu informasi dan dokueleRrtronik dapat
dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah pevego sistem elektronik
yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik daeimerintah. Persyaratan
lainnya, yaitu informasi dan dokumen elektroniksdut harus dibubuhi dengan
tanda tangan elektronik, atau juga dituangkan dddantuk kontrak elektronik
yang baku. Dengan begitu informasi atau dokumerktreleik tersebut
merupakan suatu bukti yang sempurna. Sesuai dekgfantuan Pasal 1975
KUH Perdata juncto Pasal 288 RBG nilai kekuatanméttiannya sama dengan
akta otentik; dan oleh karena itu juga mempunyada$aninimal pembuktian
yaitu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alatidaki

Transaksi elekironik dengan tanda tangan elektratapat dianggap
sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya samertis@kta otentik.
Menyangkut beban pembuktian, Pasal 1877 KUHPerdaagatur apabila
seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangan,anmkak lawan harus
membuktikan bahwa tanda tangan tersebut merupakala tangan orang yang
memungkirinya. Keaslian dari suatu tanda tangaitrelelk langsung dapat
diakui di pengadilan, kecuali dapat dibuktikan d$#ébga. Hal ini dimungkinkan
karena adanya keterkaitan infrastruktur diluar gainak yang diberi lisensi oleh
pemerintah untuk menerbitkan tanda tangan elelironi

Identifikasi penandatangan suatu dokumen elektrdmikan hal mudah.
Jika suatu proses penandatanganan dokumen inudlaagmaka keabsahannya
bisa hilang. Karenanya, agar menjadi dokumen yapatddipercaya dan sah
secara hukum, maka diperlukan bantuan pihak keymag disebut dengan
Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE) aertificate Authority(CA). CA
akan membantu untuk identifikasi penandatanganam daembantu
menghubungkan antara kunci publik dengan subyekirnaga. Maka dari itu
guna menunjang kepastian hukum, UU ITE sendiri ragrapatkan perlunya

Peraturan Pemerintah untuk mengatur :
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Lembaga sertifikasi keandalan

Tanda tangan elektronik
Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
Penyelenggaraan sistem elektronik
Penyelenggaraan transaksi elektronik
Penyelenggara agen elektronik

Pengelolaan nama domain

© N o g s~ w D PE

Tatacara intersepsi

©

Peran pemerintah

Dengan demikian melalui penyempurnaan pengaturan IUE yaitu
melalui Peraturan Pemerintah. alat bukti Elektrdmekupa dokumen elektronik
dengan tanda tangan elektronik di dalamnya, yakad téi jamin otentikasinya
oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini PSE@#fguwapat diakui sebagai
alat bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurifentu saja dengan
diberlakukannya UU ITE membawa konsekuensi logisiliuh institusi penegak
hukum di Indonesia. UU yang baru ini menuntut aperdukum yang betul-
betul memahami dan menguasai teknologi informasarsekomprehensif dalam
melaksanakan tugas-tugas ke depan. Hal ini diselbabkarena perbuatan-
perbuatan yang dulunya secara konvensional terastahmuntuk diselesaikan,
tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus b@dradizngan suatu perbuatan
hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya sapa tdiketahui siapa pelaku
dan dimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukunerjadi di alam maya
(cyber world. Institusi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksakehakiman dan
Advokat harus mereposisi diri. Profesionalisme rkareangat dituntut dalam
menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hldeudepan. Sebab ditangan
merekalah kepastian hukum dapat diwujudkan bagescari keadilan di muka

bumi ini (ustice for al).
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BAB 3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan disashkannya UU ITE , kedudukan aat bukti elektronik berupa
dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai aat bukti yang sah.
Alat bukti dokumen elektronik ini dipandang sebagal perluasan dari alat
bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia, sehingga sekarang ini
alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada. Alat
bukti dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan
sistem elektronik sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008.
Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya
dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses,
dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

2. Pada praktek saat ini nilai pembuktian aat bukti elektronik masih sebagai
alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal
pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu aat bukti yang
lain yaitu didukung dengan keterangan saksi ahli. Dan nila kekuatan
pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Kelak dengan
penyempurnaan UU ITE melaui Peraturan Pemerintahnya, aat bukti
elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh Sistem
Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian

sempurna.

Universitas Indonesia
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3.2. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera membentuk PP mengenai pelaksanaan
informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai aat bukti di
pengadilan untuk semakin menjamin kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan sengketa dengan
menggunakan alat bukti elektronik.

2. Para penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan pengacara sebaiknya
selalu memperbaharui  pengetahuannya terutama tentang hukum yang
berbasiskan elektronik karena kondisi hukum di Indonesia yang semakin
berkembang, sehingga nantinya para penegak hukum lebih dapat beradaptasi

dengan perkembangan tersebut.

3. Perlu adanya sosialisasi e-commerce kepada seluruh masyarakat |ndonesia
Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif
mengenai telah diterimanya bukti elektronik dalam hukum acara di
Indonesia, baik itu yang dilakukan terhadap aparat hukum maupun
masyarakat |uas agar penegakan hukum dapat tercapai.

Universitas Indonesia
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Menimbang :

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang

berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai
dinamikayang terjadi di masyarakat;

bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia
sebagal bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya pengaturan mengena pengelolaan
Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga
pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara
optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat
guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan
kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung
telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum
baru;

bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus
terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam
perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi
Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya
sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara
aman untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f,  perlu
membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaks
Elektronik;

Pasa 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1

Informasi  Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sgienisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau
media elektronik lainnya.

Teknologi  Informasi adalah  suatu  teknik  untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, MeMproses,
mengumumkan,  menganalisis, dan/atau  menyebarkan
informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sgenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto
atau sgienisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, smbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiagpkan, mengumpulkan,
mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan,
mengumumkan,  mengirimkan, dan/atau  menyebarkan
Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan
Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem
Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik
yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu
Informasi  Elektronik tertentu secara otomatis yang
diselenggarakan oleh Orang.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik
yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang
berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikass Keandalan adalah lembaga independen
yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan
diawas oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan
mengel uarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikas dan autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Komputer adalah aat untuk memproses data elektronik,
magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika,
aritmatika, dan penyimpanan.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter |ainnya atau
kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat
melalui Sistem Elektronik.

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara,
Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat
digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa
kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan
persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk
oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan
perbuatan hukum sebagaimana diatur dadlam Undang-Undang ini,
baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah
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hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-
hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral
teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a

INFORMASI,

(1)

)

(3)

(4)

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunig;

mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan
dan pemanfaatan Teknologi Informas seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab; dan

memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB IlI

DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perluasan dari aat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara
yang berlaku di Indonesia

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan
sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk:

a surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk tertulis; dan
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b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang
harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang
dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5
ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk
tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat
diakses, ditampilkan, dijamin  keutuhannya, dan  dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada,
atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada
padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informas
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat
Informasi ~ Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah
dikirim dengan adamat yang benar oleh Pengirim ke suatu
Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima
dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar
kendali Pengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu |nformasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

(3) Daam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik
tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan
terjadi pada ssat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.

(4) Daam ha terdapat dua atau lebih sistem informas yang
digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informas
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

a  waktu pengiriman adalah ketika Informas Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi
pertamayang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi
terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.
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Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik
harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

(1) Setiagp pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi
Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikas
Keandalan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikas
Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1)  TandaTangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat
hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
a data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya
kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam
kuasa Penanda Tangan;

C. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elekironik tersebut setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui;

e terdapat cara tertentu yang dipakai  untuk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap
Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 12
(1) Setigp Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik

berkewgjiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan
Elektronik yang digunakannya.

(2)  Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak
berhak;
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b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian
untuk menghindari penggunaan secaratidak sah terhadap
dataterkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

C. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,
menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara
Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak
dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada
seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap
memercayal Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak
pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data
pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan
dapat menimbulkan risko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan
Tanda Tangan Elektronik; dan

d. daam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk
mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan
harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua
infformasi  yang terkait dengan Sertifikat Elektronik
tersebut.

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas
segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENY ELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM

(1)

)

)

(4)

ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara
Sertifikasi  Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan
keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.

Penyelenggara Sertifikas Elektronik terdiri atas:
a Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan
hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
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(6)

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di
Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikas
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan
informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa,
yang meliputi:

a

D

@)
©)

D

metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda
Tangan;

hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat
Tanda Tangan Elektronik; dan

hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan
keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Penyel enggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

Setiap Penyelenggara ~ Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman
serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem
Elektronik sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa,
kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem
Elektronik.

Pasal 16

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri,

setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan

Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum

sebagal berikut:

a dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan
masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,
kerahasiaan, dan keteraksesan Informas Elektronik
dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
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C. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk

dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang

diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang
dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

e memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga

kebaruan, keelasan, dan  kebertanggungjawaban
prosedur atau petunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB V
TRANSAKS| ELEKTRONIK
Pasal 17

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam
lingkup publik ataupun privat.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan
interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak
Elektronik mengikat para pihak.

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang
berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang
dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam
Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional .

Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
aternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang
mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang
dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa aternatif
lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin
timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum
Perdata Internasional.
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Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus
menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

(1) Kecuai ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik
terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim
telah diterima dan disetujui Penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan
penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

(1)  Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik
sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui
Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sebagai berikut:

a jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung
jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi
tanggung jawab pemberi kuasa; atau

C. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi
tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3 Jka kerugian Transaks Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga
secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat
hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.

(49 Jka kerugian Transaks Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung
jawab pengguna jasa layanan.

(5 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa,
kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem
Elektronik.

Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan
fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang
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memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi
yang masih dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen
Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan
prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik,
tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan
tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setigp penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau
masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain
secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan
pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau
masyarakat.

(2) Daam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh
masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara
pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah
Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui
keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun
menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang

ada di daamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 26

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan Orang yang bersangkutan.

Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang
ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

Setiap Orang dengan senggja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Setiap Orang dengan senggja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA).

Pasal 29

Setigp Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
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Pasal 30

Setiap Orang dengan senggja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik
Orang lain dengan cara apa pun.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu
Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang
lain.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan interseps atas transmis Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat
publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem
Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan
adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian
Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
sedang ditransmisikan.

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), interseps yang dilakukan dalam rangka penegakan
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institus
penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-
undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara interseps
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 32

Setigp Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik
publik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer
Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada
Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
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(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat
diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak
sebagai mana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan senggja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem
Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak
bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1) Setigp Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan,
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi
dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak
pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian,
pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem
Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan senggja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan  manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,
pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan senggja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di

luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di
wilayah yurisdiksi Indonesia.
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BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan
Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan
terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat
merugikan masyarakat, sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 39

Gugatan perdata dilakukan sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), para pihak dapat menyelesailkan sengketa
melalui  arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
dternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

(D

)

©)
(4)

©)

(6)

D

Pasal 40

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik
dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki
data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu
untuk kepentingan pengamanan data.
Instansi atau ingtitusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai
dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
Ketentuan lebih lanjut  mengenai peran Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan
Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyel enggaraan
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Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disedlenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki
fungsi konsultasi dan mediasi.
BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum
Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(D)

)

©)

(4)

()

Pasal 43

Selain Penyidik Pegabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pegabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Teknologi Informas dan Transaksi Elektronik diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan perlindungan terhadap privas,
kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau
keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik
yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas
1zin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalan melakukan penggeledahan dan/atau  penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga
terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-
Undang ini;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar
dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau  saksi
sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang
terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Kekuatan pembuktian..., Siti Ainun RAchmawati, FH Ul, 2011.



c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan
Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap aat dan/atau sarana yang
berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang
diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini;

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang
diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak
pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap aat dan
atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga
digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan
terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
dan/atau

i.  mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan
hukum acara pidana yang berlaku.

(6) Daam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik
melalui  penuntut umum wajib meminta penetapan ketua
pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh
empat jam.

(7)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polis Negara
Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

(80 Daam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik
dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan
penyidik negaralain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai
berikut:

a  adat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-
undangan; dan

b.  aat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan
angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
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BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setigp Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 (tuyjuh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setigp Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjarapaling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

D

)

Pasal 48

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).
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(3) Setigp Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setigp Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun danfatau denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Daam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitas seksual
terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana
pokok.

(20 Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap K omputer dan/atau
Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang
digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok
ditambah sepertiga.

(3) Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau
Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan
strategis termasuk dan tidak terbatas pada |lembaga pertahanan,
bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional,
otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal
ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua
pertiga.
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(4) Daam ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana
dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada ssat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan
Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan
pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setigp  orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58
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Salinan sesual dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS
NEGARA
BIDANG PERUNDANG-
UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI
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